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KATA PENGANTAR

Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

uku “Unending Frontier: An Environmental History of the Early Modern World” (2003)

karya John Richards dan “Something New Under the Sun: An Environmental History of
the Twentieth-Century World” (2000) karya John McNeill, memberikan gambaran orientasi
sejarah lingkungan global selama 500 tahun terakhir. Richards mendeskripsikan pola
keterkaitan berbagai kejadian di Eurasia sejak 1450, terutama terkait dengan intensifikasi
penggunaan lahan setelah pemulihan jumlah penduduk atau suksesi paska Perang
Mongol pada abad ke-14. Sementara itu, McNeill menjelaskan bahwa sejarah abad ke-20
masih dibayangi oleh persoalan penurunan atau kerusakan lingkungan, terutama pada
wilayah-wilayah yang lebih terbelakang secara industrialisasi. Pada masa industrialisasi,
penggunaan bahan bakar fosil menciptakan ketidakadilan lingkungan yang masih belum
terselesaikan, seperti pencemaran udara, sulitnya akses air bersih, limbah berbahaya dan
beracun, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Saat ini dunia menghadapi tantangan yang berat. Bumi menghadapi tantangan lipat
tiga (triple planet challenges) yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman
hayati, dan polusi. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Oleh
karena itu, kita membutuhkan solusi dan upaya yang serius untuk mengatasinya. Melihat
sejarah lingkungan dalam dua abad di Eropa, Sungai Rhein menghadapi tiga masalah
ekologi yaitu regulasi air dan navigasi, rehabilitasi banjir, dan pencemaran air. Masalah ini
mencerminkan bahwa sejarah lingkungan Eropa selama dua abad terakhir relevan dengan
upaya global untuk memulihkan dan menghentikan kerusakan lingkungan. Solusi penting
dalam konteks ini adalah pendekatan berbasis ekosistem dan solusi berbasis alam.

Kajian Ekosistem Karbon Biru (EKB) ini, dengan mengintegrasikan ekosistem laut yang
meliputi mangrove, padang lamun, estuaria atau rawa air payau/rawa air asin, dan terumbu
karang, memiliki potensi yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon (carbon
sequestration and storage) yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Melalui ecosystem based solution, upaya perlindungan dan pengelolaan EKB menjadi
sangat relevan dengan Agenda FOLU Net Sink 2030 yang menjadi tekad kita sebagai
bangsa.

Dalam menguatkan dan menjaga EKB, pemerintah sendiri perlu terus mengembangkan
langkah bersama pemerintah daerah, terutama pada aspek-aspek:

Pertama, perencanaan ruang wilayah dengan prinsip konservasi dan berbasis masyarakat;

Kedua, penataan pengembangan wilayah dengan identifikasi key problems, penataan
ruang, cluster pengembangan, dan daya dukung berbasis sumberdaya;



Ketiga, pengembangan ekonomi dan sosial-budaya dengan rencana wilayah dan
penggunaan lahan melalui program investasi, sumber daya manusia berkualitas, pelayanan
dan akses informasi bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders), memperkuat
format-format kearifan lokal untuk mengatasi kerentanan fisik wilayah kepulauan (kecil)
dan secara khusus menjaga biodiversity yang sangat rentan hilang; dan

Keempat, pembangunan infrastruktur atas dasar manfaat sosial ekonomi, sarana
transportasi dan komunikasi, serta fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi
di pusat-pusat pertumbuhan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan EKB memerlukan kerjasama yang kuat. Saat ini,
kami telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik organisasi internasional dan
pemerintah luar negeri (bilateral maupun multilateral) untuk mempromosikan konservasi
dan pemanfaatan berkelanjutan EKB. Hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah,
pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat, harus diletakkan
secara tepat menurut tatanan bernegara dan berlandaskan konstitusi.

Kajian EKB ini menjadi semakin penting dengan perkembangan pengaturan tentang Nilai
Ekonomi Karbon dan perkembangan situasi yang dinamis. Saya yakin dengan bekerja
sama, kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan
pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan berkomitmen untuk melindungi EKB dan mendorong pemanfaatannya
secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk kepentingan generasi sekarang dan
mendatang.

Jakarta, 27 Januari 2023



KATA PENGANTAR

Menteri Kelautan
dan Perikanan

kosistem karbon biru telah terbukti memiliki kemampuan dalam menyerap dan

menyimpan karbon yang lebih besar dibandingkan kemampuan yang sama dari
vegetasi daratan, atau karbon hijau. Karbon biru perlu dikelola secara efektif untuk
memberikan manfaat secara ekologi, meningkatkan serapan dan penyimpanan karbon
yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Manfaat lain dari ekosistem karbon biru
adalah untuk meningkatkan Ketahanan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan di
Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam konteks ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang dua (2) mandat
penting yaitu sebagai penanggungjawab isu ocean and climate di Indonesia untuk
konvensi perubahan iklim, dan sebagai pelaksana mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim sektor kelautan atau karbon biru. Pengelolaan karbon biru agar dapat berperan
dalam pengendalian perubahan iklim memerlukan strategi dan upaya yang tepat untuk
mendukung capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, atau Nationally
Determined Contribution baik melalui elemen mitigasi ataupun adaptasi.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada tim penulis dan Indonesia Ocean Justice
Initiative atas terbitya kajian Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capital: Blue
Carbon Ecosystem Governance di Indonesia. Semoga kajian in menjadi inisiasi yang
baik dan dapat dijadikan referensi dalam mendukung peran Kementeri-an Kelautan dan
Perikanan melalui strategi ekonomi biru untuk mengarusutamakan karbon biru sebagai
pengendali perubahan iklim.
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KATA PENGANTAR

Chief Executive Officer
Indonesia Ocean
Justice Initiative

kosistem pesisir menyimpan potensi yang signifikan untuk mendukung upaya mitigasi

dan adaptasi perubahan iklim. Ekosistem pesisir, khususnya Ekosistem Karbon
Biru (EKB) seperti mangrove dan padang lamun memiliki potensi yang besar sebagai
penyerap dan penyimpan karbon (carbon sequestration and storage) yang memberikan
kontribusi penting terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain kontribusi EKB terhadap
mitigasi, EKB memberikan sumbangan terhadap adaptasi perubahan iklim, khususnya
dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim, seperti perlindungan pantai dari erosi,
kenaikan permukaan air laut, regulasi kualitas air, habitat untuk perikanan dan spesies
laut yang terancam punah, dan ketahanan ekonomi (pangan) bagi masyarakat pesisir
(Serrano et. al., 2019). Indonesia memiliki peluang besar dalam memanfaatkan ekosistem
laut dan pesisir sebagai solusi perubahan iklim. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional
(2021), mangrove eksisting di Indonesia seluas 3,364,076 hektare (terluas di dunia). Hutan
mangrove di Indonesia memiliki potensi penyerapan karbon yang sangat tinggi. Karbon
yang tersimpan di Indonesia pun cukup besar yaitu sebesar 3,14 miliar ton di hutan
mangrove (Murdiyarso, 2015).

Berbagai komitmen dan aksi dalam perlindungan EKB telah dilakukan di tingkat
global dan nasional. Indonesia mulai mendorong pendekatan ekonomi kelautan yang
berkelanjutan (sustainable ocean economy) atau blue economy. Mewujudkan sustainable
ocean economy tidak terlepas dari upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta
keanekaragaman hayati yang merupakan salah satu aksi prioritas mendukung kesehatan
laut (Ocean Health). Dalam laporan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy
(2020) - Indonesia sebagai salah satu anggota—, perlindungan dan restorasi EKB di
beberapa negara memberikan peluang yang paling cost-effective untuk memberikan
kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kehendak politik Presiden yang menetapkan bahwa 600.000 hektare mangrove perlu
direhabilitasi sampai dengan tahun 2024 menunjukan komitmen yang ambisius sekaligus
peluang dalam melindungi mangrove. Selain itu, pada pertemuan G20 di Bali bulan
November 2022, di bawah kepemimpinan Indonesia, Indonesia berhasil menyepakati G20

xii



Bali Leader’s Declaration yang salah satu pasalnya mengakui pentingnya peran ekosistem
mangrove dan lamun dalam perubahan iklim, serta menghentikan dan memulihkan
kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss) termasuk melalui nature-based
solutions dan ecosystem based approach (Art. 15).

Apabila melihat diskursus keilmuan tentang EKB saat ini, the science of mangrove dan
blue carbon financing lebih mendominasi dibandingkan aspek governance. |OJI sebagai
wadah pemikir dan advokasi kebijakan yang bertujuan mendukung sustainable and
equitable ocean governance melakukan studi blue carbon ecosystem governance (tata
kelola ekosistem karbon biru/EKB). Setidaknya ada enam elemen tata kelola EKB yang
perlu dikembangkan dan diperkuat di Indonesia yang merupakan fokus dari penulisan
studi ini: (1) Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional; (2) Penataan Kelembagaan; (3)
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; (4) Keamanan Tenurial; (5) Pengawasan dan
Penegakan Hukum; serta (6) Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat secara Berkeadilan.
Dalam studi ini, setiap tantangan dan rekomendasi penguatan dari enam elemen
tata kelola tersebut dipetakan. Rekomendasi pada studi ini dapat dijadikan referensi
untuk ditindak lanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan
pemerintah daerah.

Sekalipun berbagai perbaikan dalam pengelolaan EKB telah dilakukan, kondisi iklim
saat ini mendorong negara untuk bertindak lebih ambisius. Lebih dari itu, urgensi untuk
penetapan EKB sebagai modal alam yang bersifat kritis (critical natural capital/CNC)
semakin diperlukan. Kebijakan berbasis sains (science-based policies) memerlukan
koordinasi yang baik untuk merealisasikan potensi EKB untuk berkontribusi terhadap
pencapaian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan blue
carbon dependent people.

Blue carbon ecosystem governance yang kuat melalui kolaborasi dan sinergi antar
pemangku kepentingan akan menjadi katalisator untuk memastikan masa depan EKB
yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Jakarta, 27 Januari 2023

Chief Executive Officer
Indonesia Ocean Justice Initiative

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.
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KATA PENGANTAR

Country Representative
The Asia Foundation

ndonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia yaitu sekitar 22,6% dari total

seluruh ekosistem mangrove di dunia. Tentu saja, hutan mangroves atau umumnya
disebut bakau dan padang lamun sebagai ekosistem karbon biru adalah garda depan kita
untuk melindungi dan menyerap emisi berskala besar. Dengan demikian, memelihara dan
melindungi ekosistem karbon biru adalah salah satu solusi perubahan iklim. Sebagai salah
satu negara dengan sumber daya laut terluas dan terkaya, Indonesia memiliki potensi
untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian sumber daya alam melalui
ekosistem karbon birunya. Pengelolaan ekosistem karbon biru dapat menjadi jalan baru
negara kita menuju pengelolaan laut berkelanjutan yang mencakup ketiga aspek nilai
sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Untuk mencapai hal tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat
peta jalan bagi inisiatif tata kelola karbon biru yang baik. Tata kelola karbon biru akan
berkontribusi untuk mengamankan ekosistem mangrove dan ekosistem lamun. Ini juga
akan melindungi peran ekosistem ini sebagai sumber penghidupan bagi mata pencaharian
masyarakatyangbergantungpadalautan. Rusaknyahutanbakaumembahayakankeamanan
daerah tepi pantai dari erosi dan berdampak lebih signifikan terhadap perempuan karena
penangkapan ikan di dekat pantai di banyak bagian Indonesia dilakukan oleh perempuan.

Melihat betapa pentingnya ekosistem karbon biru bagi Indonesia, The Asia Foundation
mendukung upaya Indonesian Ocean Justice Initiative (I0JI) melakukan kajian analisis
stock taking potensi dan dampak perubahan iklim serta dengan melihat praktek baik
inisiatif di daerah dalam melindungi ekosistem karbon biru di Kepulauan Riau, Bangka
Belitung dan Kalimantan Timur. Hasil kajian ini telah memotret kondisi terkini serta langkah-
langkah perbaikan dalam melindungi ekosistem karbon biru. Kami mengapresiasi 10JI
yang telah didiskusikan dengan pemangku kepentingan baik Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator
Maritim dan Investasi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, pemerintah provinsi/
kabupaten, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kajian ini menganalisis ekosistem karbon biru dari sudut kerangka kebijakan dan hukum,
kelembagaan, peran serta masyarakat, keamanan tenurial, pengawasan dan penegakan
hukum, pendanaan dan pendistribusian manfaat secara berkeadilan. Hasil kajian kami
harap dapat menjadi rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola ekosistem karbon
biru di Indonesia. Diharapkan rekomendasi tersebut akan dapat dipelajari, didiskusikan
lagi bersama dan diadopsi oleh pemangku kepentingan sebagai bagian komitmen dalam
perlindungan dan pelestarian ekosistem karbon biru kita bersama.

The Asia Foundation berterimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan
kontribusi dalam kajian ini khususnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan dukungan
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atas hasil kajian ini. Hal ini menunjukan kolaborasi dan sinergi antara masyarakat sipil
dan pemerintah dalam upaya dukungan dan penguatan program-program pemerintah
khususnya di bidang lingkungan hidup. The Asia Foundation yang selama ini mendorong
terjalinnyasinergidan kolaborasi pemerintah dan masyarakatsipil serta seluruh stakeholder
sangat bangga dan berterima kasih diberi kesempatan mendukung kajian ini.

Jakarta, 27 Januari 2023

Country Representative
The Asia Foundation , Indonesia
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EXECUTIVE SUMMARY

Ekosistem Karbon Biru sebagai
Modal Alam Kritis: Tata Kelola
Ekosistem Karbon Biru

di Indonesia

Semakin memburuknya dampak perubahan iklim akibat aktivitas manusia, laut dan wilayah
pesisir diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling terancam.’ Di sisi lain, 17%
cadangan karbon biru dunia berada di Indonesia.? Cadangan karbon yang dimiliki ini
merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan Ekosistem Karbon

Biru (EKB) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Sekalipun EKB memiliki potensi besar untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir, kondisi EKB telah lama terancam oleh tekanan
antropogenik.? Tekanan dan ancaman terhadap kesehatan EKB antara lain disebabkan oleh
kegiatan budidaya perikanan, penebangan hutan mangrove, pertanian, pembangunan
pesisir, polusi, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan/merusak.* Di Indonesia,
budidaya perikanan, produksi kelapa sawit, dan pembangunan di areal pesisir merupakan
penyebab utama degradasi ekosistem mangrove.® Ketika terdegradasi, EKB akan beralih
dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyerap karbon menjadi kontributor emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) yang signifikan.® Degradasi EKB juga merusak perlindungan ekosistem
pesisir dan mengancam penghidupan masyarakat yang bergantung pada EKB.

1 OECD, Adapting to a changing climate in the management of coastal zones, Environment Policy Paper no.
24, 2021

2 Alongi et al., "Indonesia’s blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove
carbon”, 2015.

3 Tekanan antropogenik didefinisikan sebagai “aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan
dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu
atau mempercepat terjadinya bencana” (Gill & Malamud 2017: 248)

4 Dorothee Herr, et al., “Pathways for implementation of blue carbon initiatives”, Aquatic Conservation Vol.
27, (2017).

5 World Bank, The Economics of Large-scale Mangrove Conservation and Restoration in Indonesia, 2022.
6 Maria F. Adame et al., “Future carbon emissions from global mangrove forest loss”, Global Change Biology
Vol. 27 (12), 2021.
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Dengan menggunakan metode kajian normatif-empiris dan pendekatan komparatif, studi
ini mengkaji 6 (enam) elemen tata kelola EKB, yaitu: (1) kerangka hukum dan kebijakan
nasional; (2) penataan kelembagaan; (3) partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; (4)
keamanan tenurial; (5) pengawasan dan penegakan hukum; dan (6) pendanaan dan
pendistribusian manfaat secara berkeadilan. Studi ini diharapkan dapat menjawab tiga
pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kerangka hukum dan kebijakan nasional mengatur
pengelolaan EKB? Kedua, apa tantangan utama yang dihadapi aktor pemerintah dan
non-pemerintah dalam memberikan perlindungan efektif terhadap EKB dan masyarakat
yang bergantung pada EKB (blue carbon dependent people)? Ketiga, kebijakan seperti
apa yang perlu diupayakan untuk memperkuat perlindungan EKB dan memberdayakan
masyarakat yang bergantung pada EKB?

Temuan Utama

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional

Dari aspek hukum dan kebijakan nasional, upaya perlindungan dan pengelolaan EKB
di Indonesia telah diatur dalam berbagai rezim hukum, yakni rezim kehutanan, rezim
pesisir dan kelautan, rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rezim tata
ruang, dan rezim pemerintahan daerah. Di dalam berbagai rezim hukum tersebut, sudah
terdapat instrumen-instrumen perlindungan atau safeguard bagi EKB. Namun demikian,
tidak semua EKB dilindungi atau dikelola secara berkelanjutan. Sebagai contoh dalam
ekosistem mangrove, sekitar 49 persen dari luasan mangrove di Indonesia masuk ke
dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan 3 persen masuk ke dalam wilayah
konservasi perairan. Akan tetapi, mangrove yang tidak masuk ke dalam kawasan lindung
terus terancam oleh tekanan antropogenik. Selain itu, setelah diberlakukannya UU Cipta
Kerja, ditemukan adanya ketentuan-ketentuan pengecualian (exempting clauses) yang
dapat memperlemah perlindungan dan penjagaan terhadap EKB, seperti kebijakan
strategis nasional.

2. Penataan Kelembagaan

Sebagai isu lintas sektor, pengelolaan EKB dilakukan di berbagai tingkat dan yurisdiksi
administrasi.” Mangrove termasuk dalam kategori sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K)?, dan masuk
ke dalam kategori hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan
(UU Kehutanan).? Dengan definisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) memegang kewenangan utama dalam pengelolaan mangrove yang berada di
kawasan hutan (kawasan hutan negara) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
memiliki kewenangan atas pengelolaan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
di luar kawasan hutan. Peran KLHK dalam pengelolaan mangrove lebih signifikan karena
berwenang atas 79% mangrove berada di dalam kawasan hutan, dibandingkan dengan
KKP yang berwenang 21% yang berada di kawasan non-hutan.' Selain dua kementerian
tersebut, terdapat kementerian dan lembaga lainnya pada tingkat pusat dan daerah yang
juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan mangrove.

7 Krott, M. (2005). Forest Policy Analysis. Dordrecht Springer. - References - Scientific Research Publishing.
8 Ibid.
9 Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41 tahun 1999, Ps. 1 ayat (2).

10 Direktorat Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peta Mangrove
Nasional 2021, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021), him. 21.
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Tabel Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Mangrove di Indonesia

Kementerian dan
atau/Lembaga

KLHK

KKP

Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang

BAPPENAS

Kewenangan
Perencanaan

Pengelolaan dan
Pemanfaatan
(termasuk
pemberian izin)

Pengawasan dan
Pengendalian
(termasuk
penegakan hukum)

Rehabilitasi dan
Restorasi

Perencanaan

Pengelolaan dan
Pemanfaatan
(termasuk
pemberian izin)

Pengawasan dan
Pengendalian
(termasuk
penegakan hukum)

Rehabilitasi dan
Restorasi

Riset

Perencanaan

Perencanaan

Pengelolaan dan
Pemanfaatan
(termasuk
pemberian izin)

Pengaturan dalam Peraturan
Perundang-undangan

Ps. 10, 12, 17 (2), dan 21 UU Kehutanan
jo. UU Cipta Kerja

Ps. 21, 27 (4), dan 31 (4) UU Kehutanan
jo. UU Cipta Kerja; Ps. 135 PP 23/2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan

Ps.60, 63 UU Kehutanan jo. UU Cipta
Kerja; Ps. 266, 267 dan 273 PP 23/2021
tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan

Ps. 2 (2), 21, dan 22 Perpres BRGM

Ps. 7 (2), 7B (2), UU PWP3K jo. UU Cipta
Kerja

Ps. 4, 19, dan 50 UU PWP3K jo. UU Cipta
Kerja; Ps. 5 Permen KP 31/2020 tentang
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Ps. 36 (1) UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja

Ps. 2 (2), 21, dan 22 Perpres BRGM

Perpres No. 38 Tahun 2023

Ps. 8 (3) UU Penataan Ruang jo. UU Tata
Ruang jo. UU Cipta Kerja

Kepmen PPN 89/2020 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Strategis
Pengelolaan Lahan Basah dalam
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah
Karbon
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Tabel Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Mangrove di Indonesia

Pemerintah Daerah Perencanaan Ps. 7(2) UU PWP3K jo UU Cipta Kerja;
Ps. 10, 27 (2) UU Pemda; Ps. 10 (2) UU
Penataan Ruang

Pengelolaan dan Ps. 14 (2), Ps. 27 (2) UU Pemda
Pemanfaatan

(termasuk

pemberian izin)

Pengawasan dan Ps. 36 (5) UU PWP3K jo UU Cipta Kerja;

Pengendalian Ps. 14 (7) UU Pemda
(termasuk
penegakan hukum)
BRGM Rehabilitasi dan Ps. 2 Perpres 120/2020 tentang BRGM
Restorasi
Kemenko Marves Rehabilitasi dan Ps. 14 (2) Perpres 120/2020 tentang BRGM

Restorasi (tim
pengarah teknis)

Koordinasi Perpres 92/2019 tentang Kemenko Marves
BRIN Riset Perpres 33/2021

Pembagian kewenangan pada pengelolaan ekosistem padang lamun tidak melibatkan
kementerian dan lembaga sebanyak pengelolaan mangrove. Padang lamun masuk ke
dalam kategori sumber daya pesisir yang diatur dalam UU PWP3K sebagai sumber daya
ekosistem pesisir. Sehingga, KKP memiliki kewenangan dalam proses perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang dilaksanakan bersama dengan
Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah kewenangannya.

Keterlibatan beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam
pengelolaan EKB berpotensi memicu terjadinya “bureaucratic rivalry.” Tantangan lain
dalam penataan kelembagaan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta
indikator pencapaian kementerian/lembaga masih didasarkan pada penyerapan anggaran.
Untuk mengatasi hal tersebut, kerangka hukum pengelolaan EKB perlu mengatur secara
jelas pembagian fungsi, tugas, dan wewenang di tingkat nasional dan daerah. Koordinasi
yang dijalankan oleh lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan koordinasi perlu
didukung oleh rencana aksi dan peta jalan pengelolaan EKB yang bersifat inklusif dan
dilengkapi dengan indikator keberhasilan kementerian/lembaga yang didasarkan pada
outcome. Lebih lanjut, kelembagaan di tingkat daerah juga perlu diperkuat melalui
penguatan lembaga koordinasi dan forum multipihak.

3. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam tata kelola EKB perlu dimulai sejak tahapan perencanaan dan
pembuatan kebijakan dan pengelolaan ekosistem berbasis area (site-based). Keterlibatan
masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan EKB, seperti proyek
karbon biru, berkontribusi dalam membangun ketahanan sosial (social resilience),
melestarikan nilai-nilai budaya, dan melindungi jasa ekosistem yang berdampak besar
pada mata pencaharian mereka.”" Pengaturan peran serta masyarakat dalam tahapan
pembuatan kebijakan sudah cukup baik diatur dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang membuat peran

11 Vanderklift, et al., “Constraints and opportunities for market-based and protection of blue carbon
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serta tersebut tidak efektif dan terkesan bersifat formalitas. Salah satu penyebabnya
adalah karena masyarakat tidak dibekali dengan informasi yang cukup untuk membuat
peran sertanya menjadi efektif.

Peran serta masyarakat yang hakiki (meaningful public participation) perlu dilakukan
untuk memastikan pelibatan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan dan
pembuatan kebijakan. Mengenai pengelolaan ekosistem berbasis area, masyarakat
dapat berperan serta melalui: (1) skema perhutanan sosial; (2) skema hutan adat; (3)
skema inisiatif konservasi masyarakat; (4) peran serta dalam program Pemulihan Ekonomi
Nasional; (5) pengelolaan EKB melalui proyek pendanaan; (6) dan peran serta dalam
pengawasan. Namun, skema-skema tersebut juga menghadapi berbagai kendala
dikarenakan terbatasnya akses informasi untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses-
proses tersebut di atas. Untuk mengatasi hal tersebut, pendampingan masyarakat yang
dapat dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, dan pembentukan
forum multipihak untuk pengelolaan EKB yang melibatkan masyarakat juga perlu dibentuk
untuk memastikan meaningful public participation. Selain itu, pemerintah juga perlu
memperhatikan kemudahan proses perizinan bagi masyarakat dalam mengelola EKB
melalui skema perhutanan sosial, skema hutan adat, dan bentuk pengelolaan masyarakat
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

4. Keamanan Tenurial

Kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada EKB memerlukan jaminan hak untuk
menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya. Terdapatbeberapainstrumen
yang dapat digunakan untuk memastikan keamanan tenurial bagi mangrove dependent
people di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dalam kawasan hutan,
perhutanan sosial menjadi instrumen paling potensial dan dapat memberikan legalitas
pengelolaan dengan masa perizinan yang juga cukup lama (35 tahun). Pengelolaan di
non-kawasan hutan perlu mengandalkan swakelola antara masyarakat maupun Pemda,
termasuk EKB di wilayah pesisir. Sehingga, dibutuhkan konsep coastal tenure yang dapat
memastikan keamanan tenurial masyarakat pesisir untuk mengelola EKB. Konsep coastal
tenure dapat diterjemahkan, antara lain, melalui bentuk pengelolaan Other Effective
Conservation Measures (OECM)."?

Indonesia memiliki potensi OECM yang besar dan sudah ada beberapa bentuk/
model pengelolaan pesisir melalui OECM yang telah dilaksanakan di daerah. OECM
dapat meningkatkan efektivitas, inklusifitas, dan konservasi yang berkeadilan untuk
memberdayakan masyarakat lokal dan adat, melalui kerjasama dengan pemerintah dalam
upaya konservasi. OECM juga dapat berkontribusi pada pencapaian target nasional dan
internasional untuk jumlah area konservasi perairan. Sudah terdapat beberapa bentuk
pengelolaan masyarakat di Indonesia yang berpotensi sebagai OECM, seperti Panglima
La'6t di Aceh, Sasi di Maluku dan Papua, Mane’e di Sulawesi Utara, dan rehabilitasi
mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.’ Beberapa pakar
telah mengidentifikasi beberapa undang-undang eksisting yang dapat ditafsirkan untuk
mendukung esensi OECM.™ Konsep OECM ini perlu terus didiskusikan oleh berbagai

ecosystems,” Marine Policy Journal, (2019), him. 1.

12 Definisi OECM "Kawasan yang ditentukan secara geografis, selain Kawasan Perlindungan, yang
dikelola dan diurus dengan cara-cara yang mencapai hasil jangka panjang yang positif dan lestari untuk
pemeliharaan keanekaragaman hayati in-situ dengan fungsi dan jasa ekosistem yang berkaitan dan dimana
berkenaan, nilai budaya, rohani, sosio-ekonomi, dan nilai-nilai tempatan lain yang berkaitan.” Keputusan
CBD COP 14-8 (diterjemahkan)

13 Estradivari, et al., “Marine Conservation beyond MPAs: Towards the Recognition of Other Effective Area-
Based Conservation Measures (OECMs) in Indonesia,” Marine Policy 137,(2022), https://doi.org/10.1016/j.
marpol.2021.104939.

14 Ibid. Peraturan perundang-undangan yang dinilai mendukung esensi OECM di antaranya adalah
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pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan para pakar, agar dipahami secara
luas dan dapat diatur secara jelas dalam kebijakan nasional dan daerah.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pada dasarnya, pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan EKB telah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Kehutanan, UU PWP3K,
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU PPLH), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(UU Pemda). Selain dilakukan oleh pejabat tertentu, pengawasan juga dapat dilakukan
oleh masyarakat.” Upaya pengawasan dan penegakan hukum menghadapi beberapa
kendala, antara lain: (1) terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan
pengawasan dan penegakan hukum yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah izin
kegiatan yang harus diawasi; (2) penjatuhan sanksi administratif yang belum efektif untuk
mendorong kepatuhan; dan (3) tidak banyak kasus yang diproses dengan menggunakan
pidana korporasi. Kendala-kendala tersebut menghambat kemampuan pengawas dan
penegak hukum dalam melakukan deteksi, respon, serta menjatuhkan hukuman (ability to
detect, respond, and punish) untuk menghasilkan efek jera (deterrent effect).

6. Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat yang Berkeadilan

Peluang mekanisme pendanaan EKB di Indonesia semakin terbuka setelah diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (Prepres NEK).
Perpres ini mengadopsi mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis
hasil (results based payment) untuk upaya konservasi mangrove. Pemerintah baru saja
menerbitkan Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon (Permen LHK 21/2022). Terhadap Ekosistem Karbon Biru, Perpres NEK
telah mengakui blue carbon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut,
mangrove telah dimasukkan ke dalam sub sektor penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Namun demikian, Indonesia masih memiliki tantangan untuk mendapatkan pendanaan
untuk pengelolaan EKB, di antaranya adalah: (1) keterbatasan APBN untuk pendanaan
EKB; (2) belum adanya metode yang terstandarisasi untuk menghitung nilai karbon dari
EKB; dan (3) masih minimnya pengetahuan terkait risiko yang mungkin muncul dari proyek
EKB.

Masyarakat perlu ditempatkan sebagai penerima manfaat utama dari upaya pengelolaan
EKB. Pendistribusian manfaat tersebut harus dilakukan secara berkeadilan dengan
mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan ketergantungan masyarakat terhadap
jasa ekosistem karbon biru. Akan tetapi, pendistribusian manfaat yang berkeadilan
mengalami kendala yang salah satunya disebabkan karena keamanan tenurial yang belum
dimiliki oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Pemerintah perlu meningkatkan upaya
untuk memberdayakan dan menjamin hak-hak masyarakat, serta memberikan kepastian
tenurial, agar pendistribusian manfaat dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.
Kelompok masyarakat sipil dan universitas juga dapat dilibatkan untuk mendukung
pelibatan masyarakat dalam skema pendistribusian manfaat dalam pengelolaan EKB.
Pengembangan proyek karbon biru di Indonesia juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip
dalam dokumen High Quality Blue Carbon Principles and Guidelines (2022) yang telah
dikembangkan komunitas karbon biru internasional.

UuU5/1960, UU 5/1990, UU 31/2005 jo. UU 45/2009 jo. UU Cipta Kerja, UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja, UU
PPLH jo. UU Cipta Kerja, UU 32/2014 jo. UU Cipta Kerja.

15 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 27 tahun 2007 jo.
UU No. 1 tahun 2014, Ps. 36 ayat (6).

16 World Economic Forum, Friends of Ocean Action, Salesforce, Ocean Risk and Resilience Action Alliance, Conservation
International, and The Nature Conservancy, “High Quality Blue Carbon Principles: A Triple Benefit Investment for
People, Nature and Climate”, https://www3.weforum.org/docs/WEF _HC Blue_Carbon_2022.pdf diakses pada 10
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Metodologi

Studi ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kerangka tata kelola
(governance) saat ini — hukum dan kebijakan, penataan kelembagaan, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat, keamanan tenurial, pengawasan dan penegakan hukum,
dan pendanaan dan pendistribusian manfaat secara berkeadilan — dalam pengelolaan
ekosistem karbon biru (EKB)? Kedua, tantangan utama yang dihadapi pemerintah
dan masyarakat (terutama masyarakat yang bergantung kehidupannya pada ekosistem
karbon biru (blue carbon dependent people-BCDP) dalam melindungi secara efektif
ekosistem karbon biru? Ketiga, langkah-langkah perbaikan tata kelola untuk memperkuat
perlindungan EKB dan BCDP?

Studi ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan komparatif.
Sebagian besar data yang diperoleh adalah kualitatif melalui desk study, wawancara, dan
diskusi kelompok terfokus dengan pakar. Adapun sejumlah data kuantitatif turut digunakan
untuk mendukung temuan studi. Dalam proses penulisan studi ini, desk study dilakukan
untuk menginventarisasi tantangan dan peluang tata kelola EKB, peraturan perundang-
undangan dan kebijakan terkait, dan praktik-praktik terbaik yang telah dilaksanakan
di negara-negara lain. Rangkaian wawancara dilakukan terhadap berbagai pemangku
kepentingan, antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pakar dari
organisasi internasional, think-tank, LSM nasional dan internasional, serta masyarakat sipil
(termasuk kelompok tani hutan, masyarakat pesisir, nelayan kecil, kelompok masyarakat
pengelola mangrove).

Tiga provinsi yang dijadikan lokasi penelitian lapangan, yaitu Provinsi Bangka Belitung
(Pulau Bangka), Kepulauan Riau (Pulau Bintan), serta Kalimantan Timur (Samarinda dan
Balikpapan). Tapak yang dipilih sebagai lokasi penelitian lapangan ditentukan berdasarkan
kriteria: (a) keberadaan EKB yang signifikan di provinsi tersebut; (b) adanya kegiatan
ekonomi yang menjadi ancaman terhadap kesehatan EKB; (c) merupakan provinsi yang
ditargetkan untuk program rehabilitasi mangrove nasional oleh BRGM dan kementerian
dan/atau lembaga terkait; (d) adanya inisiatif pengelolaan EKB dari pemerintah, organisasi
tapak, dan masyarakat. Khususnya untuk Kalimantan Timur, ini adalah provinsi percontohan
pertama yang telah menerima dana dengan skema Forest Carbon Partnership Facility
bagi upaya pengurangan emisi oleh World Bank.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasilnya. Pertama, studi ini
hanya mengkaji enam komponen tata kelola, dimana komponen science of blue carbon
tidak dibahas secara khusus. Kedua, terdapat beberapa data yang tidak dapat diperoleh
penulis seperti data di lapangan, data yang tak dapat diakses oleh publik, dan data yang
sudah lama tidak diperbaharui (outdated). Ketiga, kunjungan lapangan hanya dilakukan di
tiga provinsi sampel, sehingga tidak merepresentasikan kondisi keseluruhan di Indonesia
terutama provinsi dan eco-region yang memiliki kekhasan yang berbeda dengan Provinsi
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

Konsep tata kelola atau governance yang digunakan dalam studi ini mengacu pada definisi
Bennett (2018), yang meliputi struktur, kelembagaan, dan proses pembuatan kebijakan."
Selain itu, penulisan studi ini juga mengadopsi tiga dari empat komponen kondisi
pemungkin (enabling condition) dalam national blue carbon assessment framework
yang dikembangkan oleh IUCN pada tahun 2016, yakni: legal features, policy features,

Desember 2022.

17 Nathan J. Bennet., et al. “Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation
and analysis,” Conservation Letters Vol. 11, (2018). him. 1.
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dan institutional features.’® Studi ini kemudian fokus kepada enam elemen tata kelola
EKB, yaitu: (1) Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional; (2) Penataan Kelembagaan; (3)
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; (4) Keamanan Tenurial; (5) Pengawasan dan
Penegakan Hukum; serta (6) Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat secara Berkeadilan.

18 Dorothee Herr., et al. “National blue carbon policy assessment framework: towards effective management
of coastal carbon ecosystems,” (Gland, Switzerland: IUCN, 2016).
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BAB 1: Pendahuluan

Ekosistem Karbon Biru

Fungsi dan Manfaat Ekosistem Karbon Biru (EKB)

Sebagainegara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai 108.000 km serta
jumlah pulau yang mencapai 17.504", laut Indonesia serta sumber daya alamnya telah
menjadi penopang hidup bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Kekayaan sumber daya
alam tersebut pada saat yang bersamaan dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim.
Laut dan kawasan pesisir diperkirakan menjadi wilayah yang paling terdampak sebagai
akibat dari adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia.?*® Dampak
perubahan iklim akan semakin memperburuk tingkat kerentanan masyarakat pesisir dan
mempersulit kemampuan mereka melakukan adaptasi.?’ Dampak perubahan iklim terjadi
melalui berbagai peristiwa, antara lain: (1) kenaikan permukaan laut (sea-level rise), (2)
gelombang badai pantai (coastal storm surges), (3) pemanasan dan pengasaman air laut
(ocean warming and acidification), dan (4) perubahan siklus hidrologi (alterations in the
hydrological cycle).?

Dampak perubahan iklim terhadap laut dapat bersifat irreversible (tidak dapat kembali
seperti keadaan awal) selama berabad-abad hingga ribuan tahun?. Namun, skenario
dampak ini masih dapat diatasi apabila negara-negara bertindak cepat untuk memitigasi
perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan adaptasi dalam menanggulangi
dampaknya.

Ekosistem pesisir menyimpan potensi yang signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan iklim. EKB yang meliputi hutan mangrove, padang lamun (seagrass),
dan rawa air payau/rawa air asin (salt marshes), memiliki potensi yang besar sebagai
penyerap dan penyimpan karbon (carbon sequestration and storage) yang berperan
penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selain fungsi mitigasi, EKB juga
memberikan manfaat adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti perlindungan terhadap
badai pantai, meregulasi kualitas air, sebagai habitat untuk perikanan dan spesies laut
yang terancam punah, dan ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir.?*

Lebih dari 55 persen karbon di bumi diserap oleh organisme laut. Karbon yang tersimpan
dalam ekosistem laut dan pesisir ini kemudian diperkenalkan sebagai blue carbon,

19 Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, “Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia”,

https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-
kelautan-indonesia diakses pada 22 Januari 2022.

20 OECD, “Adapting to a changing climate in the management of coastal zones,” OECD Environment Policy
Paper Nomor 24, (2021).

21 Ibid.

22 Ibid.

23 IPCC, “Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of

Working Group | to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,”
(Cambridge University Press, 2021).

24 Serrano, et al., “Conservation of Blue Carbon Ecosystems for Climate Change Mitigation and Adaptation,”
dalam in Perillo GME, et al., Coastal wetlands: an integrated ecosystem approach, (Elsevier, 2019), him.
965-996
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menurut definisi IUCN dan UNEP.% Ekosistem pesisir yang terdiri atas mangrove, padang
lamun (seagrass), dan rawa air payau/rawa air asin (salt marsh) disebut sebagai blue
carbon ecosystem/ekosistem karbon biru. Selain kemampuannya dalam menyerap dan
menyimpan karbon, EKB memberikan berbagai manfaat lainnya, seperti menyaring
air, mengurangi efek pencemaran pantai, muatan nutrisi (nutrient loading), mencegah
sedimentasi, dan melindungi pantai dari erosi dan menyangga efek dari bencana akibat
cuaca ekstrim.?¢ EKB paling tidak memiliki tujuh fungsi utama, yaitu?’:

1.

2.

g~

Disaster-risk reduction/penanggulangan risiko bencana, seperti tsunami, erosi/abrasi,
dan badai pantai (coastal storm);

Mitigasi perubahan iklim (kemampuan menyerap karbon dan tempat menyimpan
karbon);

. Sebagai penyangga alami (natural buffer) dan memberikan perlindungan terhadap

risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim di wilayah pesisir (climate-related
coastal risks);

. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir;
. Melindungi keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) yang menjadikan EKB

sebagai habitat mereka;

. Meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak ekoturisme, payment for

ecosystem services (PES), peningkatan stok ikan, dan sebagainya; dan

. Sarana edukasi dan rekreasi masyarakat.

25 Nellemann, et al., Blue Carbon: A Rapid Response Assessment, (Amerika Serikat: United Nations

Environmental Programme, GRID-Arendal, Birkeland Trykkeri, 2009)

26 Ibid.
27 Ibid.



Infografis 1.1

Laut: Jadi Korban dan Solusi Perubahan lklim

Data peningkatan sea level rise dari tahun 1880-2021

Sumber gambar: United States Environmental Protection Agency, “Global Average
Absolute Sea Level Change, 1880-2021", https://www.epa.gov/climate-indicators/

climate-change-indicators-sea-level

Ocean acidification/Pengasaman laut

Peningkatan pH air laut selama tahun 1985-2020.

Sumber gambar: Marine Copernicus, “Global ocean acidification”
https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_OMI_HEALTH_carbon_ph_trend/
notifications



Potensi penyerapan karbon dari laut

Laut dapat menyerap 30 persen emisi karbon yang dihasilkan oleh
aktivitas manusia. Sejak Revolusi Industri, tingkat keasaman air laut
meningkat hingga 26 persen (United Nations, 2021).

Sumber gambar: Bertram et al.,”The blue carbon wealth of nations,” Nature and
climate change vol. 11, (2021), him. 704-709




Potensi Ekosistem Karbon Biru di Indonesia

Indonesia memiliki peluang besar dalam memanfaatkan ekosistem laut sebagai solusi
perubahan iklim dengan 17 persen cadangan karbon biru dunia, di mana lahan basah
pesisir Indonesia diperkirakan menyimpan seperlima karbon biru.?® Dalam laporan
High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, perlindungan dan restorasi EKB di
beberapa negara memberikan peluang yang paling cost effective untuk berkontribusi
pada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.?’

Pada pertemuan G20 di Bali, November 2022, Indonesia sebagai tuan rumah bersama-
sama dengan anggota G20 lainnya berhasil menyepakati G20 Bali Leader’s Declaration,
yang salah satu pasalnya terkait dengan perlindungan ekosistem mangrove. Pasal 15,
menyatakan bahwa ekosistem hutan, padang lamun, terumbu karang, ekosistem lahan
basah termasuk di dalamnya gambut dan mangrove memiliki peran signifikan dalam
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Art. 15 Deklarasi).

Untuk itu, Indonesia bersama-sama anggota G20 lainnya memiliki komitmen untuk
meningkatkan upaya menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati
(biodiversity loss), termasuk melalui nature-based solution dan ecosystem based
approach, dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk di
dalamnya konservasi dan perlindungan EKB (Art.15 Deklarasi).

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021, mangrove eksisting di Indonesia seluas
3,364,076 hektare (ha).*® Jasa ekosistem dari 3,3 juta ha mangrove di Indonesia bernilai
setidaknya US$ 1,5 miliar per tahun.®® Laporan World Bank menunjukkan, mangrove
per kabupaten memiliki nilai jasa ekosistem sebesar US$ 2 juta sampai US$ 50 juta
dalam jangka waktu tiga puluh tahun.®? Hutan mangrove di Indonesia memiliki potensi
penyerapan karbon yang sangat tinggi. Karbon yang tersimpan di Indonesia pun cukup
besar yakni sebesar 3,14 miliar ton di hutan mangrove.3*

Mangrove di Indonesia mengalami deforestasi yang mengkhawatirkan, dengan estimasi
laju penebangan sebesar 55.000 per tahunnya atau kehilangan sekitar 30 persen
mangrove.? Pada periode 2009-2019, Indonesia mengalami penebangan hutan mangrove
seluas 182,091 ha, dengan laju deforestasi 18,209 ha/tahun.?® Laju deforestasi mangrove
di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain di Asia Tenggara, yaitu 9,535 ha/tahun.3

28 Alongi, et al., "Indonesia’s blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove
carbon,” Wetlands Ecology and Management 24, 3-13, (2015), him. 1-11.

29 Hoegh-Guldberg. O., et al., “The Ocean as a Solution to Climate Change: Five Opportunities for Action,”
World Resources Institute, (2019), him. 1-116.

30 Direktorat Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peta Mangrove
Nasional 2021, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2021), him. 21.

31 World Bank, “The Economics of Large-scale Mangrove Conservation and Restoration in Indonesia,” (2021),
him. 5.

32 Ibid.

33 Murdiyarso, et al., “The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation”,
Nature Climate Change Vol. 5, (2015), him. 1090.

34 Julie Mollins, “Data & Fakta: Kontribusi mangrove pada mitigasi perubahan iklim di Indonesia”, CIFOR,
https://forestsnews.cifor.org/56920/data-fakta-kontribusi-mangrove-pada-mitigasi-perubahan-iklim-di-
indonesia?fnl=, diakses pada 22 September 2022.

35 Arifianti, et al., “Mangrove deforestation and CO2 emissions in Indonesia,” IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, (2021), him. 3.

36 Friess, et al.,, “Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000- 2012" Proc Natl Acad
Sci vol. 113 (2), (2016), him. 347.



Kotak 1.1
Indonesia sebagai Negara Mangrove Terbesar di Dunia

Indonesiaaktifdiforum ASEAN, APEC dan G20. PosisiIndonesia, sebagai pemilikmangrove
terbesar di dunia dapat dimanfaatkan untuk memprakarsai kerja sama internasional dan
regional dalam menyelamatkan ekosistem mangrove dunia.

5 Negara
Mangrove

Terbesar di G20

Grafik 1.1
Lima Negara Mangrove Terbesar di G20

Thailand

Mangrove
di Negara

anggota ASEAN

Grafik 1.2
Perbandingan Luasan Mangrove Indonesia dengan Negara-negara di Asia Tenggara
Sumber: Ocean Wealth, “Mangrove Restoration”, https://maps.oceanwealth.org/mangrove-restoration/.



Kerusakan mangrove di Indonesia banyak diakibatkan oleh tekanan antropogenik,* seperti
akuakultur, agrikultur, penebangan dan pembangunan infrastruktur (pertambangan,
pelabuhan, perumahan).?® Di antara tekanan-tekanan tersebut, akuakultur (perikanan
budidaya) merupakan penyebab utama dan diperkirakan memberikan berkontribusi

sebanyak 36% terhadap deforestasi mangrove di Indonesia.*

Pada sejumlah kawasan pesisir Indonesia terdapat lamun atau tumbuhan air berbunga
yang hidup dan tumbuh terbenam di laut. Luas padang lamun yang terdata di Indonesia
adalah 293.464 ha.*® Luasan tersebut diperkirakan hanya menggambarkan 16-35 persen
dari potensi luasan yang ada.*’ Terdapat 16 spesies lamun atau 22 persen dari total
spesies lamun di dunia.*? Karbon yang tersimpan di padang lamun Indonesia diperkirakan
sebanyak 0,39 miliar ton.** Indonesia diperkirakan kehilangan 30-40 persen dari populasi
lamun.*4

Berdasarkan penelitian di perairan timur Indonesia, secara proporsional hanya 43 persen
padang lamun berada dalam kategori ‘sehat’ atau ‘baik’.*> Sisanya, 50 persen dalam
kategori 'kurang sehat’, dan 7 persen berada dalam kategori ‘jelek’.** Menurut pakar,
beberapa hambatan dalam pendataan lamun di Indonesia adalah kebutuhan kompetensi
yang khusus, anggaran yang besar, serta minimnya data historis terkait distribusi spasial

dan temporal padang lamun.#

Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru

Sejak istilah “Karbon Biru” atau “Blue Carbon” diperkenalkan dalam UNEP’s Rapid
Assessment Report 2009, belum ada referensi khusus untuk mendefinisikan konsep tata
kelola (governance) EKB.*® Sebagai istilah umum, tata kelola didefinisikan oleh Bennett
meliputi “struktur, kelembagaan, dan proses yang menentukan siapa yang membuat
keputusan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana dan tindakan apa yang diambil dan

37 Tekanan antropogenik didefinisikan sebagai “aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan
dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau
mempercepat terjadinya bencana” Gill dan Malamud, “Anthropogenic processes, natural hazards, and
interactions in a multi-hazard framework,” Earth-Science Reviews vol. 166, (2017), him.247.

38 Herr, et al., “Pathways for implementation of blue carbon initiatives,” Wiley, (2016), him. 118.

39 Arifianti, et al., “Mangrove deforestation and CO2 emissions in Indonesia,” IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, (2021), him. 6.

40 Nurul Dhewani Mirah Sjafrie, et al., Status Padang Lamun Indonesia 2018, (Jakarta: Puslit Oseanografi —
LIPI, 2018), him. 1-40.

41 Ibid.
42 Ibid.

43 Alongi, et al., “Indonesia’s blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove
carbon,” Wetlands Ecology and Management 24, 3-13, (2015), him.

44 UNEP, “Seagrass in the South China Sea,” UNEP/GEF/SCS Technical Publication Nomor 3, (2004), him. 1.

45 Supriyadi, et al., “Kajian Awal Kondisi Padang Lamun di Perairan Timur Indonesia,” Jurnal Segara vol. 14(3),
(2018), him. 174.

46 Ibid.

47 Universitas Gadjah Mada, “Dosen UGM Kembangkan Metode Pemetaan Padang Lamun” https://ugm.

ac.id/id/berita/22436-dosen-ugm-kembangkan-metode-pemetaan-pada-lamun, diakses pada Oktober
2022.

48 Nellemann, et al., Blue Carbon: A Rapid Response Assessment, (Amerika Serikat: United Nations
Environmental Programme, GRID-Arendal, Birkeland Trykkeri, 2009), him. 6.



oleh siapa.”*’ Melalui istilah ini, struktur terdiri dari undang-undang, kebijakan, aturan,
dan norma. Sementara itu, kelembagaan berkaitan dengan pemangku kepentingan dan
aktor, seperti badan pembuat keputusan, dan proses adalah proses pelibatan pemangku
kepentingan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dan untuk mencegah
terjadinya konflik. Demikian pula, Bailet(2002), mendefinisikan tata kelola kelautan sebagai
“seperangkat aturan, praktik, dan kelembagaan yang berinteraksi di semua tingkatan
untuk memungkinkan keadilan dan keberlanjutan dalam alokasi dan pengelolaan sumber
daya dan ruang laut”.*°

Sekalipun terdapat potensi yang besar dari EKB dalam mengatasi perubahan iklim dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, kesehatan EKB telah lama terancam
oleh tekanan antropogenik. Oleh karena itu, upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi
yang efektif dibutuhkan.

Setidaknya ada enam elemen tata kelola EKB yang perlu dikembangkan dan diperkuat
di Indonesia:

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan (Legal and Policy Frameworks)
Kerangka hukum dan kebijakan ini menjawab bagaimana kebijakan hukum di
Indonesia memandang, menilai, dan mengakui EKB sebagai modal alam (natural
capital) yang bernilai tinggi. Instrumen perlindungan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan organik adalah aspek penting dalam pengelolaan EKB. Untuk
dapat mengembangkan serta mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan
secara progresif, penting untuk memperbaiki pengaturan dan kebijakan yang ada
secara berkala untuk dapat melindungi, melestarikan, dan memperbaiki lingkungan
berdasarkan perkembangan kebijakan serta ilmu pengetahuan terkini.”’

2. Penataan Kelembagaan (Institutional Arrangement)
Penataan kelembagaan diperlukan untuk mengatur satu atau beberapa lembaga
yang mengelola EKB secara koheren dan terintegrasi, yang meliputi proses
perencanaan, restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemanfaatan yang berkelanjutan,
pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga.

3. Peran Serta Masyarakat (Community Participation)
Peran serta masyarakat yang efektif merupakan prasyarat pemberdayaan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan EKB berbasis tapak
(site-based). Sebagai syarat pengelolaan yang efektif, kebijakan perlu mengakui
pentingnya transparansi, akuntabilitas publik, dan proses inklusif dalam pengambilan
keputusan terkait pengelolaan EKB. Pengambilan keputusan tersebut termasuk
pembuatan peraturan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perencanaan tata
ruang, dan pelaksanaan proyek Karbon Biru. Selain dalam pengambilan keputusan,
masyarakat juga memiliki peran potensial dalam mengawasi dan menjaga serta
mengelola EKB.

4. Keamanan Tenurial (Tenurial Security)
Keamanan tenurial adalah komponen sosial utama yang bertujuan untuk
memberikan insentif yang kuat bagi komunitas lokal/adat untuk melindungi EKB.
Pada hakekatnya, keamanan tenurial adalah hak untuk mengakses, menggunakan,
dan mengelola tanah dan sumber daya. Selain menjadi sumber penghidupan

49 Bennett, J. Nathan., et al. “Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation
and analysis,” Conservation Letters Vol. 11, (2018), him. 2.

50 Francois Bailet, “Ocean Governance: Towards an Oceanic Circle”, DOALOS/UNITAR Briefing on
Developments in Ocean Affairs and the LOS, (2002).

51 G20 Bali Leader's Declaration 2022
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masyarakat yang bergantung pada EKB (blue carbon dependent people), tingkat
keamanan hak tenurial masyarakat mempengaruhi akses mereka dalam memperoleh
insentif dari upaya perlindungan yang mereka lakukan.

. Pengawasan dan Penegakan Hukum (Monitoring and Enforcement)

Upaya pengawasan dan penegakan hukum perlu dilakukan untuk mengatasi
pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat merusak EKB. Pelanggaran dapat
dilakukan oleh oknum yang tidak memegang izin maupun pelaku usaha berizin yang
melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan EKB.

. Pendanaan dan Pendistribusian Manfaat yang Berkeadilan (Funding and
Equitable Benefit Sharing)

Upaya mempertahankan fungsi EKB dalam menyerap dan menyimpan karbon, serta
menyediakan jasa ekosistem lainnya membutuhkan biaya yang besar. Anggaran
negara seringkali tidak mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai skema
pendanaan. Sumber dana juga harus dialokasikan untuk memberikan kompensasi
kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah melalui pemberian insentif dalam

melindungi EKB.

Kami menyadari terdapat aspek lainnya yang juga mempengaruhi efektivitas tata kelola
EKB, seperti ketersediaan data dan kapasitas teknis antara lain untuk mendukung
pengelolaan EKB secara efektif. Selain itu berdasarkan laporan UNFCCC tentang
penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sektor laut dan pesisir,
terdapat beberapa elemen tata kelola lainnya yang perlu dikembangkan sebagai solusi
untuk menghadapi tantangan perubahan iklim pada sektor kelautan diantaranya sains,
pengembangan kapasitas, mekanisme teknologi, Indigenous peoples knowledge
engagement, dan loss and damage.®” Namun, aspek tersebut tidak akan dibahas dalam
studi ini menimbang pembatasan ruang lingkup studi oleh tim penulis.

52 UNFCCC, “"UNFCCC Ocean-Climate Action at COP27," https://www.wetlands.org/publications/ unfccc-

ocean-climate-action-at-cop-27/ diakses pada 2 Januari 2023.
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BAB 2

Hukum dan Kebijakan

Kerangka hukum baik di tingkat global maupun nasional sangat penting dalam tata kelola
EKB. Kerangka hukum di tingkat internasional (soft law dan hard law) dapat memberikan
pemahaman terhadap konsepsi dasar dan prinsip-prinsip/asas-asas, serta menjadi
acuan dilakukannya perjanjian dan kerjasama internasional lintas batas. Misalnya, prinsip
common but differentiated responsibilities (CBDR)*, in dubio pro natura®, keadilan
dalam dan antargenerasi (intergenerational® & intragenerational equity®®) sebagaimana
termaktub dalam Deklarasi Rio*’, perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity
conservation)®®, prinsip kehati-hatian (precautionary principle),** prinsip pencegahan dini
(principle of prevention)®® dan prinsip pencemar-membayar (polluter pays principle). Di
tingkat nasional, pengaturan perlindungan EKB dapat ditemukan baik dalam konstitusi
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sendiri dikritik oleh
Prof. Ben Boer, yang menurutnya terlalu berorientasi kepada “anthropocentrism”
dan “utilitarianism”. Hal ini dapat dilihat dari penekanan lingkungan hidup sebagai
peran pendukung (supporting role), dan sebagai instrumen atau sumber daya yang
didayagunakan (eksploitasi) oleh manusia dengan mengenyampingkan kebutuhan
lingkungan alam (natural environment). Oleh sebab itu, Boer berpendapat lebih tepat
digunakan istilah ecologically sustainable development (ESD).*’

53 Common but Differentiated Responsibility (CBDR), diperkenalkan pada Konvensi Rio tahun 1992, adalah
prinsip internasional yang mengatur bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi
permasalahan degradasi lingkungan hidup di dunia, namun bobot tanggung jawab setiap negara tidak
sama.

54 IUCN, “Environmental Rule of Law”, https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-
environmental-law/our-work/history/foundational-documents-4, diakses pada 25 Juli 2022

55 Prinsip intergenerational equity (keadilan antar generasi) menekankan pada upaya untuk menjamin
tersedianya kesempatan atau peluang yang ekuivalen bagi generasi mendatang untuk memperoleh
kesejahteraan melalui pendistribusian manfaat sumber daya alam secara berkeadilan, agar generasi
mendatang tidak menanggung beban (kualitas hidup yang rendah) yang ditinggalkan generasi sekarang.

56 Prinsip Intragenerational equity (keadilan dalam satu generasi) menekankan pada pentingnya keadilan
antara satu dan sesama generasi, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan dasar lingkungan sosial
serta kualitas hidup melalui pendistribusian manfaat sumber daya alam secara berkeadilan dalam satu
generasi.

57 United Nations, “Report of The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)”,
pada The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 Juni, 1992,
(New York: United Nations, 1993).

58 Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati menekankan bahwa upaya perlindungan keanekaragaman
hayati tidak hanya menyangkut soal moral dan etika, akan tetapi merupakan sumber kesejahteraan
manusia.

59 Prinsip kehati-hatian menekankan pada upaya pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan
hidup.

60 Prinsip pencegahan menekankan pada kewajiban negara, perusahaan, maupun individu untuk mengambil
langkah yang menghindari atau menyebabkan kerusakan lingkungan.

61 Ben Boer, “Institutionalising Ecologically Sustainable Development: the role of National State and Local
Governments in translating Grand Strategy into Action”, Wilamette Law Review, Vol. 31, (1995).



Konstitusi

Belakangan ini, terdapat fenomena afirmatif di tingkat global, di mana 80 persen (156
dari 193) negara anggota PBB telah mengatur perlindungan bumi serta perlindungan
daya dukung ekosistem di dalam konstitusi masing-masing negara tersebut (global
environmental constitutionalism). Paling tidak terdapat empat jenis pengaturan dalam
konstitusi negara-negara tersebut, yaitu: (1) substantive environmental rights (ada 75
negara); (2) state environmental duties (ada 68 negara); (3) environmental policy directives
(ada 13 negara bagian); dan (4) sustainable development for future generation and public
trusts (ada 48 negara bagian)%2.

Konstitusi memegang peran penting karena dapat menentukan arah pengelolaan sumber
daya alam, yang selanjutnya secara operasional diatur dalam peraturan perundang-
undangan lainnya. Pengaturan atau ketentuan dalam konstitusi suatu negara juga
menunjukkan indikasi apakah suatu negara mengadopsi konsep weak sustainability atau

strong sustainability.

Ketentuan dalam konstitusi sangat relevan dalam pengembangan kebijakan nasional untuk
perlindungan EKB. Materi muatan yang tertuang dalam konstitusi tentang perlindungan
EKB, baik umum maupun khusus akan menentukan arah kebijakan perlindungan EKB;
dapat berupa arah kebijakan perlindungan yang kuat, sedang, ataupun lemah. Di negara-
negara tertentu, setelah tahun 2000-an, konstitusinya telah dikembangkan ke arah yang
menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, termasuk ekosistem yang
berada di bawah ancaman/tekanan antropogenik dan memiliki tingkat kerentanan yang

tinggi.

Beberapa contoh negara yang mengatur upaya-upaya perlindungan yang sangat kuat
dalam konstitusi mereka adalah (lihat Lampiran 1):

1. Konstitusi Bolivia®3
Dalam Konstitusi Bolivia, selain mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik, juga
mengatur hak alam (rights of nature/other living beings). Selain itu, Konstitusi Bolivia
juga mengatur pasal-pasal terkait kewajiban negara (duty of state) untuk melindungi
lingkungan hidup.

2. Konstitusi Dominika®
Seperti Bolivia, Konstitusi Dominika juga mengatur tentang hak hidup non-
human dan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan demi kepentingan
antargenerasi.

3. Konstitusi Brazil®®
Konstitusi Brazil juga mengatur duty of state dalam melindungi ekosistem agar
generasi yang akan datang mendapat hak atas ekosistem yang terjaga. Pasal
225 secara rinci mengatur mekanisme atau cara negara melaksanakan kewajiban-

62 James R. May dan Erin Daly, Global Environmental Constitutionalism, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2015)

63 Constitute, Bolivia (Plurinational State of)’s Constitution of 2009, (Oxford: Oxford University Press, Inc.,
2022), him. 11.

64 Constitute, Dominica’s Constitution Of 1978 With Amendments Through 2014, (2014), him. 8.

65 Constitute, “Translation of Brazil 1988 (rev. 2017)", Constitute Project, https://www.constituteproject.org/
constitution/Brazil_2017?lang=en, diakses pada 30 Juli 2022.
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kewajibannya dalam melindungi ekosistem, yang dijabarkan dalam tujuh kewajiban.

. Konstitusi Ekuador®’
Ekuador merupakan negara pertama yang mengatur mengenai right for nature.
Pasal 406 dan 407 Konstitusi Ekuador mengatur kewajiban pemerintah: (a) melarang
kegiatan ekstraktif sumber daya alam yang non-renewable di atas ekosistem sumber
daya alam tertentu, seperti Kawasan Lindung, dan (b) melindungi ekosistem yang
bersifat rentan (fragile) dan terancam, seperti mangrove. Dalam Konstitusi Ekuador,

terdapat pengecualian perlindungan ekosistem yang bersifat fragile [italic] apabila
terdapat kegiatan yang didasarkan alasan kepentingan nasional.Namun pelaksanaan
terhadap pengecualian tersebut harus bersifat terbuka dan diajukan oleh Presiden
dan diterbitkan oleh Majelis Nasional melalui referendum. Prosedur pemberlakuan
yang tidak mudah tersebut, mengindikasikan bahwa Ekuador menganut konsep
strong sustainability.

66 Lihat lampiran untuk penjabaran tujuh kewajiban negara dalam Konstitusi Brazil.
67 Constitute, “Translation of Ecuador 2008 (Rev. 2021), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/
constitution/Ecuador_20217?lang=en, diakses pada 30 Juli 2022.

Kotak 2.1
Perbedaan Konsep Weak Sustainability dan Strong
Sustainability

Adelman dalam ‘Justice, Development and Sustainability in the Anthropocene’ (2019)
membagi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam weak sustainable development
dan strong sustainable development.

Konsep weak sustainability didasarkan pada konsep ekonomi pasar yang bersifat human-
centricdimanasemuasumberdayaalam, sekalipun bersifat critical (fragile), bisa digantikan
oleh bentuk-bentuk kapital lainnya.®® Weak sustainability memandang bahwa sumber daya
alam pada dasarnya dapat digantikan, Weak sustainability memandang bahwa sumber
daya alam pada dasarnya dapat digantikan oleh human made capital/wealth. Sumber
daya alam yang ada saat ini dapat dimanfaatkan atau ‘dikorbankan’ jika dapat memberi
keuntungan ekonomi lebih dibandingkan jika tidak memanfaatkan. Keuntungan ekonomi
ini sebagai substitusi untuk dimanfaatkan generasi yang akan datang.

Analogi dari pandangan ini misalnya, “tidak masalah jika generasi saat ini menggunakan
sumber daya alam yang tidak terbarukan dan membuang CO2 ke atmosfer, selama
cukup banyak mesin, jalan, ataupun pelabuhan yang dibangun sebagai kompensasi”.¢’
Pandangan ini mengarahkan pada pemaksimalan kompensasi moneter untuk degradasi
lingkungan dan mengasumsikan kemajuan teknologi dapat menghasilkan solusi teknis
terhadap masalah lingkungan sebagai akibat dari pembangunan,’® yang memprioritaskan
pertumbuhan ekonomi dengan alasan bahwa kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau
diperbaiki melalui perbaikan teknis maupun teknologi manusia.

68 Anamika Barua dan Bandana Khataniar, “Strong or weak sustainability: A case study of emerging Asia”,
Asia-Pacific Development Journal 22(1), (April 2016), 1-31.

69 Jerome Pellenc dan Tom Dedeurwaerdere, “Weak Sustainability versus Strong Sustainability,” Brief for
GSDR 2015 hlm.1.

70 Ibid.



Sebaliknya, konsep strong sustainability memandang bahwa sumber daya alam tidak
dapat dilihat sebagai persediaan sumber daya belaka. Konsep ini memandang bahwa nilai
moneter merupakan salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem, di mana elemen-
elemen lainnya yang berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi manusia
juga merupakan aspek penting yang harus dijaga daya dukung serta nilai keberlanjutannya
bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Strong sustainability memandang
bahwa sumber daya alam adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan, artinya degradasi
atau hilangnya sumber daya alam tidak dapat dikompensasikan.”! Dalam konsep ini,
degradasi lingkungan tidak dapat dibenarkan, meskipun kerusakan ini akan dikompensasi
oleh peningkatan modal buatan (human made capital) atau peningkatan kesejahteraan.”?
Pandangan ini mengatakan bahwa generasi mendatang tidak boleh menerima kondisi
lingkungan yang buruk walaupun di sisi lain kondisi tersebut dapat memberikan
kesejahteraan ekonomi untuk generasi yang akan datang’?

71 Ibid. hlm. 105
72 Ibid.
73 Ibid.




Pengaturan dalam konstitusi yang memperkuat perlindungan lingkungan hidup setidaknya
memberikan dua manfaat, yakni:

1. Memberikan arah pembangunan yang mengedepankan perlindungan lingkungan
hidup. Implikasinya, setiap peraturan perundang-undangan lainnya tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi. Jika ada pertentangan, maka konstitusionalitasnya
dapat diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi.

2. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut dan mengawasi dan mengawasi
kinerja negara (khususnya pemerintah) dalam melakukan upaya-upaya perlindungan
lingkungan hidup.

Bagaimana dengan konstitusi Indonesia? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD
1945") tidak secara khusus menyebutkan ekosistem pesisir, meskipun pengakuan atas
hak lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat ditemukan di Pasal 28H dan ketentuan
mengenai pengelolaan sumber daya alam dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (4):

e Pasal 28H ayat (1):
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”

* Pasal 33 ayat (3):
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

e Pasal 33 ayat (4):
“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.”

e Pasal 33 ayat (5)
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.”

Pengakuan hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik
seperti tertulis pada Pasal 28H ayat (1) memberikan kewajiban pemerintah untuk secara
konsisten menjaga daya dukung lingkungan. Pentingnya hak tersebut ditekankan melalui
salah satu resolusi terbaru Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) pada
Juli 2022, di mana akses terhadap lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi
manusia yang bersifat universal.”* Pengakuan hak tersebut juga dikuatkan oleh Human
Rights Committee yang pada tahun 2022 yang menyatakan Australia telah melanggar
Pasal 17 dan 27 International Covenant on Civil and Political Rights.”

Apakah konstitusi Indonesia menganut strong atau weak sustainability? Pasal 33 ayat

74 Resolusi ini dapat meningkatkan kerjasama antar negara dalam perlindungan ekosistem untuk pemastian
hak yang bersifat beyond borders (lintas batas).

75 Australia melanggar Pasal 17 dikarenakan kegagalan untuk menjelaskan penundaan langkah-langkah
adaptasi perubahan iklim, khususnya berkaitan dengan permintaan peningkatan tanggul laut (upgraded
seawalls) oleh kelompok masyarakat adat minoritas di Torres Straits Islands, dan tidak menangani
berkurangnya sumber pangan masyarakat akibat perubahan iklim. Pasal 27 dilanggar dikarenakan Australia
gagal mengambil langkah adaptasi yang tepat waktu dan mumpuni untuk melindungi kemampuan kolektif
pengadu dalam menjaga cara hidup tradisional dan meneruskan budaya, tradisi, serta penggunaan
sumber daya di darat dan laut ke generasi berikutnya.



(4) telah mengatur bahwa pembangunan didasarkan atas prinsip efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Mencermati konsep yang ada dalam pasal
tersebut, disimpulkan bahwa arah dari konstitusi Indonesia adalah Ecological Sustainable
Development.

Pengakuan pembangunan berkelanjutan secara ekologis yang mengarah ke konsep
strong sustainability hanya diatur secara umum, tidak dirumuskan secara rinci dan belum
menggambarkan pentingnya menjaga ekosistem tertentu, seperti EKB. Oleh karena itu,
dalam konteks Konstitusi Indonesia, karena ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal tersebut diatur dalam undang-undang (Pasal 33 ayat (5) UUD 1945), perlindungan
terhadap EKB masih dapat diperkuat dalam peraturan perundang-undangan, yang
mengakui bahwa EKB merupakan ekosistem yang rentan dan terancam serta memerlukan
perlindungan yang kuat dari negara.
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Kotak 2.2
Mengenai Ecological Sustainable Development
(ESD)

Mengenai istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
sendiri dikritik oleh Prof. Ben Boer, yang menurutnya terlalu berorientasi kepada
“anthropocentrism” dan “utilitarianism”. Hal ini dapat dilihat dari penekanan
lingkungan hidup sebagai peran pendukung (supporting role), dan sebagai

instrumen atau sumber daya yang didayagunakan (eksploitasi) oleh manusia dengan
mengenyampingkan kebutuhan lingkungan alam (natural environment). Oleh sebab
itu, Boer berpendapat lebih tepat digunakan istilah ESD.”

Dalam Strategi Nasional tentang ESD, Australia memberikan definisi ESD sebagai
berikut:

“using, conserving, and enhancing the community’s resources so that ecological
process, on which life depends, are maintained and the total quality of life, now and
in the future can be increased”

Instrumen Perlindungan di Berbagai
Peraturan Perundang-undangan

Klausul perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi perlu diterjemahkan ke dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, upaya konservasi dan perlindungan
EKB di Indonesia diatur dalam berbagai rezim hukum walaupun pengaturannya tidak
khusus untuk EKB, seperti rezim hukum lingkungan hidup, kehutanan, pesisir dan
laut, tata ruang dan konservasi. Khusus pengaturan mengenai mangrove, dikarenakan
posisinya yang berada di antara daratan dan pesisir, maka mangrove masuk ke dalam
rezim hukum darat dan rezim hukum pesisir dan laut. Ketiadaan pengaturan khusus
terkait EKB menyebabkan status EKB belum diakui sebagai ekosistem yang ‘fragile’”” and
threatened’®’, sehingga belum didukung oleh instrumen perlindungan yang kuat dari
negara.

Pada peraturan perundang-undangan terkait, terdapat berbagai instrumen perlindungan
yang dapat diberlakukan terhadap EKB.

76 Ben Boer, “Institutionalising Ecologically Sustainable Development: the role of National State and Local
Governments in translating Grand Strategy into Action”, Wilamette Law Review, Vol. 31, (1995).

77 Definisi fragile mengacu pada kriteria keempat Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSA).
Lihat: GOBI, “EBSA Criteria: Vulnerability, Fragility, Sensitivity or Slow Recovery”, GOBI, https://gobi.org/
ebsas/vulnerable/, diakses pada 1 Agustus 2022.

78 Definisi threatened mengacu pada kriteria ketiga Ecologically or Biologically Significant Marine Areas
(EBSA). Lihat: GOBI, “EBSA Criteria: Importance for Threatened, Endangered or Declining Species and/or
Habitats”, GOBI, https://gobi.org/ebsas/threatened/, diakses pada 1 Agustus 2022.




Tabel 2.1

Instrumen Perlindungan dalam Berbagai Rezim Perlindungan dan

Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
("UU PPLH")

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU PWP3K")
jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja jo. PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”) jo. Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
jo. PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang
Kelautan (“UU Kelautan”) jo. Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PERPU
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Konservasi Sumber Daya Alam
Ekosistemnya (“UU KSDAE")

1990 tentang
Hayati dan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (“UU Kehutanan”) jo. Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PERPU
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU PWP3K")
jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja jo. PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28
Tahun 2018
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Instrumen Perlindungan

Rencana  Pengelolaan  dan
Perlindungan Lingkungan Hidup

Analisis  mengenai Dampak
Lingkungan

KLHS

Pengalokasian Kawasan

Konservasi

Pengalokasian Kawasan Lindung

Daerah cadangan karbon biru
dalam Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional Tertentu
(RZ-KSNT) dan Rencana Zonasi
Kawasan Antar-Wilayah (RZ-
KAW)

Kawasan Konservasi Perairan

Hutan Lindung
Hutan Konservasi
Hutan Adat
Perhutanan Sosial

Kawasan Ekosistem Esensial

Pengelolaan oleh masyarakat
lokal dan adat



Rezim Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perencanaan merupakan tahap pengelolaan EKB di hulu yang menentukan arah
perlindungan serta pemanfaatan EKB. Berdasarkan UU PPLH, tahap perencanaan meliputi
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui inventarisasi
lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).”* Pada tahap inventarisasi lingkungan hidup,
data-data dasar sumber daya alam (termasuk EKB) akan diperoleh: seperti potensi dan
ketersediaan, jenis, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan,
dan konflik pengelolaan.®® Data pada inventarisasi lingkungan menjadi dasar penetapan
wilayah ekoregion®' dan penentuan daya dukung dan daya tampung, serta cadangan
sumber daya alam.8?

RPPLH - sebagai dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota
- memuat potensi, masalah lingkungan hidup, pemanfaatan, upaya perlindungan dan
pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.®® Lebih lanjut, RPPLH juga memuat rencana
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.®* RPPLH menjadi dasar penyusunan
dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Mengingat RPPLH
merupakan dokumen perencanaan, maka pemanfaatan sumber daya alam seharusnya
mendasarkan pada RPPLH dimaksud, yang memuat daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.®* EKB yang merupakan ekosistem perlu dikaji persebaran dan tingkat
kesehatannya serta harus dimasukkan ke dalam RPPLH. Misalnya, RPPLH Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022-2025 memuat luas dan kerapatan mangrove dan padang lamun, serta
jenis pemanfaatannya.®

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

UU PPLH juga mengatur tentang KLHS sebagai instrumen pencegahan pencemaran/
kerusakan lingkungan hidup. KLHS merupakan rangkaian analisis yang memastikan
prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah.?” KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam

79 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 5.

80 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 6 (2).

81 Wilayah ekoregion sendiri merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan dalam karakteristik sumber
daya alam, lingkungan, geografis, serta kondisi sosial-budaya. Ekoregion berfungsi sebagai unit spasial
dalam inventarisasi dan analisis lingkungan hidup.

82 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 7 dan 8.

83 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 1,9, dan 10.

84 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 10.

85 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 12.

86 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2052, (Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup, 2022).

87 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 14.



dan lingkungan hidup di tingkat kebijakan, rencana, dan/atau program.®® KLHS wajib
dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengevaluasi:
(1) rencana tata ruang dan (2) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.®” Muatan dalam KLHS yang menjadi
dasar perencanaan tata ruang meliputi: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan dampak dan risiko lingkungan
hidup; (c) kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
(e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat
ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.”® Dalam hal ini, mangrove dan padang
lamun sebagai ekosistem pesisir yang penting, merupakan sumber daya alam yang masuk
dalam KLHS.

Namun demikian, pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, instrumen KLHS mengalami perubahan. Pasal 14
A UU Cipta Kerja, dalam perubahan UU Penataan Ruang mengatur bahwa pelaksanaan
penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung
dan daya tampung lingkungan dan KLHS. Hal ini menandakan bahwa KLHS bukanlah suatu
syarat wajib dalam penyusunan penataan ruang, meskipun KLHS merupakan instrumen
yang sangat penting untuk pencegahan kerusakan/pencemaran lingkungan.

Analisis mengenai Dampak Lingkungan

Berdasarkan Pasal 21 UU PPLH dijelaskan bahwa amdal merupakan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup yang menganalisis dampak penting terhadap lingkungan hidup
dari suatu usaha’kegiatan, yang digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha. Selama bertahun-tahun, amdal telah menjadi instrumen
pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang sangat penting di Indonesia. Sebab
setidak-tidaknya, dalam amdal perlu memuat hal-hal sebagai berikut: a) pengkajian
mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) evaluasi kegiatan di sekitar
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; (c) saran masukan serta tanggapan masyarakat
terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
(d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi, jika
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (f) rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.?”” Dampak penting yang dianalisis dalam amdal meliputi
aspek sosial (besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/
atau kegiatan) dan aspek ekologis (banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang
akan terkena dampak dan berbalik atau tidaknya dampak).?2

Dalam kaitannya dengan perlindungan mangrove, setiap kegiatan usaha yang akan
berdampak atau bahkan merusak mangrove perlu dikaji dengan asas kelestarian,
keberlanjutan, dan kehati-hatian. Dampak dari rusak atau terkonversinya areal mangrove
dapat mengakibatkan dampak lingkungan hidup yang serius, sebagaimana dijelaskan di
bagian sebelumnya, mangrove memiliki 7 fungsi utama. Antara lain sebagai penyerap

88 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
PP Nomor 46 Tahun 2016, Penjelasan Umum.

89 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 15.

90 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 16.

91 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009
jo. UU Nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ps. 25.

92 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009,
Ps. 22.
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karbon dan sebagai penyangga alami dari berbagai ecological disaster.
Hilangnya areal mangrove juga dapat menghambat upaya penurunan
emisi dalam konteks perubahan iklim. Dengan pendekatan asas kehati-
hatian (precautionary principle), risiko yang timbul karena keterbatasan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan
untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasca pengesahan UU Cipta Kerja, ketentuan tentang amdal yang
sebelumnya diatur oleh UU PPLH mengalami berbagai perubahan. Pertama,
Pasal 25 UU Cipta Kerja mengubah muatan amdal dengan mengatur bahwa
hanya masyarakat terkena dampak langsung yang relevan yang dapat
memberikan masukan. Sedangkan pemerhati lingkungan hidup, peneliti,
atau lembaga swadaya masyarakat, pendamping yang telah membina
dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat turut
dilibatkan.”® Kedua, Pasal 24 UU Cipta Kerja juga menghapuskan Komisi
Penilai Amdal (KPA) dan menggantinya dengan Tim Uji Kelayakan yang
terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli bersertifikat.
Padahal sebelumya dalam UU PPLH ditentukan bahwa Komisi Penilai Amdal
terdiri dari unsur yang lebih banyak, yakni antara lain: a. instansi lingkungan
hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar
di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang
berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. Ketiga, UU
Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 26 UU PPLH terkait mekanisme
keberatan yang dapat diajukan oleh masyarakat terhadap amdal. Ketiga hal
ini menjadi catatan penting dalam upaya pengoptimalan instrumen amdal
yang diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap risiko dan
dampak sosial-ekologis dari suatu kegiatan usaha.

Larangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

Selain instrumen pencegahan berupa RPPLH, KLHS dan amdal seperti
dijelaskan di atas, UU PPLH juga mengatur instrumen represif berupa
pemberian sanksi terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan.
Pertama, terhadap para pemegang izin lingkungan (setelah pengesahan UU
Cipta Kerja menjadi persetujuan lingkungan), jika dinilai telah melakukan
pelanggaran di bidang lingkungan hidup, maka dapat diberikan sanksi
administratif. Pasal 76 UU PPLH mengatur sanksi administratif yang
dapat diberikan antara lain: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c.
pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Kedua, UU
PPLH juga mengatur pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran
dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Terhadap perusakan dan pencemaran EKB (mangrove dan padang lamun),
Pasal 21 UU PPLH ayat (3) huruf d dan e telah mengatur kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup terhadap mangrove dan padang lamun. Pasal
98 UU PPLH mengatur bahwa terhadap pelaku yang sengaja mengakibatkan
terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat diancam
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

93 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021, Ps. 29 (2).
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tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10
miliar.”* Sedangkan Pasal 99 mengatur terhadap pelaku yang lalai
mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling
banyak Rp 3 miliar.” Lebih lanjut, UU PPLH juga memberikan sanksi
pidana bagi pelaku yang membuang limbah tanpa izin ke media
lingkungan hidup (termasuk ke dalam EKB)?, pembakaran lahan?
dan melakukan kegiatan/usaha tanpa izin.”® UU PPLH juga mengatur
pemberatan sanksi sebesar sepertiga apabila tindak pidana lingkungan

hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.”

94 Pasal 98 berbunyi: “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah dan Apabila
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat
atau mati, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”
Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU
Nomor 32 tahun 2009, Ps. 98.

95 Pasal 99 berbunyi: “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling
banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).” Indonesia, Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009, Ps.
99.

96 Pasal 104 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau
bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Indonesia, Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009, Ps.
104.

97 Pasal 108 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)”. Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009, Ps. 108.

98 Pasal 109 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa
memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diancam
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Indonesia, Undang-Undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009, Ps. 109.

99 Pasal 116 (1) berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh,
untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan
kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan
tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan
dalam tindak pidana tersebut.” Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 tahun 2009, Ps. 116 (1).”



Tabel 2.2
Peluang dan Kendala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon
Biru di Rezim PPLH

RPPLH dan KLHS dapat menjadi instrumen 1. KLHS tidak dijadikan syarat wajib
pencegahan yang berbasis sains sebab dalam  penyusunan  pemanfaatan
memuat kajian terkait daya dukung dan rencana tata ruang

daya tampung sebagai dasar pengambilan

kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya 2. Tidak semua daerah memiliki RPPLH
alam

Amdal dapatmenjadiinstrumen pencegahan Adanya potensi pembatasan partisipasi
yang optimal sebab mengkaji dampak dari masyarakat pada penyusunan amdal
suatu kegiatan usaha dari aspek lingkungan pasca UU Cipta Kerja

dan aspek sosial.

Sanksi administratif dan sanksi pidana Penerapan sanksi administratif dan sanksi
bila diterapkan dengan tepat dapat pidana masih dihadapi dengan beberapa
memberikan efek jera yang mengakibatkan kendala

ketidakterulangannya perusakan dan

pencemaran lingkungan

Rezim Keanekaragaman Hayati
Area Bernilai Konservasi Tinggi

Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) secara definisi adalah hamparan yang memiliki nilai
penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan menghasilkan jasa lingkungan yang
penting bagi masyarakat lokal. ABKT dapat menjadi klasifikasi area dengan EKB yang perlu
dilindungi menggunakan kriteria yang memiliki jasa lingkungan yang penting. UU Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU Pemerintah Daerah”) mengamanatkan
pemerintah provinsi melakukan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan
daerah penyangga Kawan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), di
mana ABKT masuk dalam dua kategori tersebut. Proses identifikasi ABKT dilakukan untuk
menyusun laporan yang memuat pengelolaan dan pemantauan ABKT.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Nomor Nomor 5/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Area Bernilai Konservasi
Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, wilayah-
wilayah yang termasuk ABKT adalah: (1) area yang secara signifikan mengandung
keanekaragaman spesies yang penting; (2) elemen bentang alam; (3) area yang berisi
ekosistem unik, langka, rentan, atau terancam; (4) area yang dapat menyediakan jasa
ekosistem; (5) area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok
bagi masyarakat lokal terkait keanekaragaman hayati; (6) area yang penting bagi identitas
budaya tradisional dari masyarakat lokal.

Berdasarkan 6 kategori di atas, seyogyanya wilayah mangrove dapat diklasifikasikan
sebagai ABKT, khususnya kategori yang ke-4 yakni area yang dapat menyediakan
jasa ekosistem, karena di dalamnya memberikan perlindungan pada keseimbangan
iklim, seperti area dengan cadangan karbon tinggi yang berkontribusi pada mitigasi
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emisi. Peraturan Dirjen tersebut juga menjelaskan bahwa area dengan cadangan karbon
tinggi harus dilindungi, namun tidak mengatur secara spesifik upaya perlindungannya.
Proses penilaian ABKT harus melalui penyusunan studi/laporan yang memuat informasi
keanekaragaman, jasa ekosistem, dan sosial budaya.

Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah kawasan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan
Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman
hayati. KEE berpotensi menjadi instrumen perlindungan bagi EKB yang tidak masuk
dalam kawasan konservasi maupun Kawasan Lindung. Definisi Ekosistem Esensial adalah
ekosistem atau kawasan yang memiliki keunikan habitat dan/atau jenis tumbuhan dan
satwa liar dan/atau mempunyai fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan.
Istilah ekosistem esensial sama dengan ekosistem penting.'® KEE dapat berupa ekosistem
lahan basah, koridor, ABKT, serta taman kehati dan lanskap/bentang alam yang memiliki
kekhususan geologis dan geomorfologis yang berada di luar KSA dan KPA. Tujuan
penetapan KEE adalah untuk mendukung ruang hidup masyarakat yang berdampingan
dengan kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman
hayati. Sebagai contoh, KEE yang dibentuk untuk menunjang habitat gajah di Bentang
Alam Bukit Tiga Puluh, Provinsi Jambi.™"

100 Indonesia, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pedoman
Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah, Nomor SK.151/IV/SET-3/2007, Ps. 1.

101 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “Deklarasi Forum KEE Menuju

Harmonisasi Kehidupan Gajah dan Manusia”, http://ksdae.menlhk.go.id/info/8392/deklarasi-forum-kee-
menuju-harmonisasi-kehidupan-gajah-dan-manusia.html, diakses pada 20 Januari 2023.

24



Mangrove dapat dikategorikan ke dalam KEE sebagai ekosistem lahan basah serta ABKT.
Identifikasi ekosistem yang dapat dikategorikan sebagai KEE diatur lebih rinci pada
Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151/
IV/SET-3/2007 tentang Pedoman |dentifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan
Basah. Mangrove yang dinilai esensial adalah':

a. kawasan mangrove dengan kategori sedang, lebat, hingga sangat lebat;

b. kawasan key biodiversity area (KBA), dan ecosystem-based adaptation (EBA);

c. lokasi mangrove memiliki keterancaman tinggi akibat persebaran penduduk,
pemukiman, pertambahan dan lain sebagainya;

d. lokasi mangrove berada di sekitar muara sungai, mudflat (area terbuka yang dikelilingi
oleh hutan mangrove yang cukup lebat);

e. kawasan mangrove dengan kategori sedang hingga sangat jarang dapat dikategorikan
sebagai KEE apabila merupakan KBA, BA, dan EBA yang menjadi jalur terbang burung
migran dan secara karakteristik kawasan memang hanya didominasi oleh mangrove
dengan tingkatan kerapatan sedang sangat jarang;

f. berada di luar kawasan konservasi yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);

Pada praktiknya, di beberapa daerah ekosistem mangrove ditetapkan masuk ke dalam
cakupan KEE melalui peraturan daerah, contohnya di Jawa Timur'® dan Papua Barat. '
Konsep KEE sudah tersirat dalam UU KSDAE dan sudah secara tersurat disebutkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam."®> Akan tetapi, belum ada payung hukum yang mengatur
secara khusus pengelolaan KEE, baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, maupun peraturan menteri.

Pengaturan terkait KEE perlu lebih diperjelas. Pertama, konsep KEE perlu secara
formal diatur dalam peraturan perundang-undangan dan UU yang paling ideal untuk
mengakomodasi konsep ini adalah Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem (RUU KSDAE) yang sedang dalam tahap pembahasan di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, pengaturan konsep KEE harus diselaraskan dengan
pengaturan tentang penataan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir. Artinya, perlu ada
kewajiban bagi setiap daerah untuk memasukkan KEE dalam rencana penataan ruang
yang kini telah dipadukan antara Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Ketiga, peraturan menteri yang
mengatur Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penetapan dan pengelolaan KEE.
Keempat, perlu diatur secara lebih rinci terkait jenis pemanfaatan yang diperbolehkan
dalam KEE, serta pengaturan terkait pengawasan dan penegakkan hukum, termasuk
pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap pemanfaatan KEE. Keempat hal
tersebut menjadi prasyarat untuk menjadikan KEE sebagai alternatif perlindungan EKB.

102 Rosdiana, et al., “Perlindungan Hukum terhadap Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan”, Lex
Suprema Vol. 4 Nomor 2, (2022), him. 998-1013.

103 Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengelola Kawasan Ekosistem
Esensial Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor 188/123/kpts/013/2021.

104 Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Penetapan
dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Wilayah Provinsi Papua Barat, Nomor 5 Tahun
2022.

105 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam, PP Nomor 28 tahun 2011, Ps. 24.
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Tabel 2.3
Peluang dan Kendala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon
Biru di Rezim Keanekaragaman Hayati

ABKT serta KEE berpotensial menjadi Belum ada payung hukum yang mengatur
instrumen perlindungan bagi EKB yang secara jelas kerangka pengelolaan dan
tidak masuk dalam kawasan konservasi perlindungan ABKT dan KEE.

maupun Kawasan Lindung.

Rezim Penataan Ruang di Darat, Pesisir, dan Laut

Instrumen penataan ruang di darat, pesisir, dan laut memiliki peranan penting dalam
perlindungan EKB. Hal ini dikarenakan peruntukan kawasan, ruang darat, pesisir dan laut
dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar berbagai aktivitas. Perencanaan tata
ruang mendorong pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem yang terintegrasi, sehingga
menciptakan kerangka kebijakan yang dapat meminimalisir konflik pemanfaatan ruang
dan sumber daya serta dampak dari berbagai aktivitas pemanfaatan ruang terhadap
lingkungan hidup.

Alokasi EKB sebagai Kawasan Lindung dan Konservasi dalam Tata Ruang
dan Rencana Zonasi

UU Penataan Ruang dan UU PWP3K telah mengatur mengenai perencanaan dan
pemanfaatan ruang.'® Perlindungan terhadap EKB dapat ditemukan dalam Pasal 20
dan Pasal 23 Undang-Undang Penataan Ruang jo. UU Cipta Kerja jo. Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP
Penyelenggaraan Penataan Ruang”). Dalam pasal-pasal tersebut, diatur bahwa
penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RTRW setiap provinsi harus menetapkan Kawasan
Lindung/konservasi. Selanjutnya, dalam Pasal 10 UU PWP3K jo. UU Cipta Kerja jo.
Pasal 15 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa dalam penyusunan Perda
RZWP3K setiap provinsi harus memuat kawasan konservasi. Rezim tata ruang memberikan
perlindungan bagi EKB yang telah diintegrasikan ke dalam Kawasan Lindung dalam
RTRW dan Kawasan Konservasi dalam RZWP3K. Mangrove, padang lamun, dan gambut
merupakan sumber daya pesisir yang unik dan rentan sehingga perlu ditetapkan sebagai
Kawasan Lindung berdasarkan Pasal 28 ayat 3 huruf d UU PWP3K. Pasal ini merupakan
pernyataan yang eksplisit bahwa ekosistem mangrove dan padang lamun penting untuk
dilindungi karena merupakan ekosistem yang rentan akan perubahan. EKB yang telah
dimasukkan ke dalam Kawasan Lindung atau kawasan konservasi, seharusnya dapat
terlindungi secara optimal, sebab dalam Kawasan Lindung tidak diperbolehkan adanya
kegiatan ekstraktif. Di dalam mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K sebagaimana amanat
PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, harus dipastikan adanya perlindungan EKB baik
dalam Kawasan Lindung maupun kawasan konservasi.

Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) juga harus memiliki kawasan konservasi berdasarkan Pasal
5 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa wilayah konservasi harus
diintegrasikan ke dalam: a) pola ruang laut dalam RTRL dan dokumen Rencana Zonasi
(RZ) Kawasan Laut dan b) alokasi ruang dalam dokumen RZ Wilayah Pesisir dan Pulau-

106 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 27 tahun 2007
jo. UU Nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ps.
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Pulau Kecil. Berdasarkan PP ini, RTRL akan diintegrasikan ke dalam RTRW Nasional.'”’

Rezim Tata Ruang dapat menjadi instrumen perlindungan dengan mewajibkan setiap
kegiatan pemanfaatan harus sesuai dengan pengalokasian ruang dan memiliki Konfirmasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dalam UU PWP3K mengatur bahwa
bagi orang yang memanfaatkan ruang tanpa izin dan mengakibatkan perubahan fungsi
ruang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
500 juta.’®® Sedangkan dalam UU Penataan Ruang tata sanksi pidana dapat diberikan
terhadap setiap orang yang: a) memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki
persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
b) memanfaatkan ruang tidak sesuai rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan
fungsi ruang; dan c) tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR,
diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar."%

Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, dan juga pemberatan pidana denda s kali lebih besar. Korporasi
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau b.
pencabutan status Badan Hukum.™?

Dalam PP Penyelenggaraan Penataan Ruang juga diatur sanksi administrasi terhadap
setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Sanksi tersebut meliputi: a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara
pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pembatalan KKPR; h.
pmbongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi ruang.’" Proses pengenaan sanksi
administratif perlu melalui proses: a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR (oleh Menteri,
tetapi bisa didelegasikan ke Gubernur); b. hasil Pengawasan Penataan Ruang (oleh
Menteri, tetapi bisa didelegasikan ke Gubernur); c. hasil Audit Tata Ruang (oleh pusat,
provinsi dan daerah) atau d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Meski demikian, rezim tata ruang saat ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama,
rezim tata ruang membuka kemungkinan bahwa tidak semua EKB ditetapkan sebagai
Kawasan Lindung dan kawasan konservasi. Hal ini disebabkan dalam penyusunan Perda
RTRW dan RZWP3K terdapat kemungkinan terjadinya tarik ulur berbagai kepentingan.''?
Contoh, Perda RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur memuat kawasan konservasi yang
tumpang tindih dengan kawasan ekonomi lainnya.™?

Kedua, jikapun EKB telah dimasukkan ke dalam Kawasan Lindung, pelanggaran terhadap
peruntukkan tata ruang tetap terjadi karena belum efektifnya upaya penegakan hukum
terhadap pelanggaran tata ruang. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan
Nasional (Kementerian ATR/BPN) mencatat dalam kegiatan audit tata ruang pada tahun
2021 yang dilaksanakan di 121 kabupaten/kota, ditemukan 3.900 indikasi pelanggaran

107 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, PP No. 21 tahun 2021, Ps. 245.

108 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 27 tahun 2007
jo. UU Nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ps. 75.

109 Indonesia, Undang-Undang Penataan Ruang, UU Nomor 26 tahun 2007, Ps. 69, 70, dan 71.
110 Indonesia, Undang-Undang Penataan Ruang, UU Nomor 26 tahun 2007, Ps. 74.

111 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 21 Tahun 2021,
Pasal 195.

112 Suprapto, et al., “Kontestasi aktor dalam proses revisi rencana tata ruang provinsi (RTRWP) di Indonesia
(studi kasus: revisi RTRW Provinsi Riau)”, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 6 Nomor 3, (2018), him. 193-
214.

113 Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041, Nomor 2 Tahun 2021, Lampiran. 2.
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tata ruang di seluruh Indonesia.”* Temuan Kementerian ATR/BPN tersebut sejalan dengan
laporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa penegakan hukum
yang belum optimal menjadi persoalan dari masih banyaknya pelanggaran tata ruang.'
BPHN mencatat, penerapan sanksi dalam pelanggaran tata ruang masih menimbulkan
kerancuan, serta ancaman hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan.'® Dalam
upaya meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, perlu dipastikan
adanya: a) keberadaan legislasi; b) ada atau tidaknya dukungan Sumber Daya Manusia
(SDM); ¢) ketersediaan sarana dan prasarana; d) pendelegasian wewenang penegakan
hukum; e) sistem pendeteksian dan penanganan pengaduan dalam masyarakat; f) Standar
Operasional Prosedur penegakan hukum; dan g) ketersediaan anggaran yang memadai.

Ketiga, UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur beberapa
ketentuan yang dapat melemahkan rezim tata ruang, antara lain:

1. Pasal 34A UU Cipta Kerja mengatur bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(PSN) atau kebijakan nasional yang bersifat strategis tetap dapat dilaksanakan
meskipun rencana pelaksanaan proyek tersebut belum ditetapkan dalam rencana tata
ruang/Rencana Zonasi."”” Hal ini mengimplikasikan bahwa perencanaan tata ruang
dapat ‘dilanggar’ dan pemanfaatan kawasan dapat dilakukan walaupun tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang. Keberadaan Pasal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan
kerusakan EKB yang terkena dampak PSN.

2. Pasal 107 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur bahwa Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
Kawasan Industri serta Kawasan Pariwisata yang telah memiliki Perizinan Berusaha tidak
perlu melalui tahap penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Padahal
tahap penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang merupakan tahapan
penting untuk melihat kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan alokasi ruang
yang terdapat dalam rencana tata ruang. Pasal ini berpotensi mengancam keberadaan
EKB yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur RTRW ataupun
RZWP3K karena adanya penetapan Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, dan KEK.

3. Pasal 127 PP Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa kegiatan pemanfaatan
tidak dapat dilaksanakan di dalam Zona Inti Kawasan Konservasi, namun dikecualikan
bagi kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan. Hal ini dapat mengancam keberadaan EKB yang berada dalam
kawasan Zona Inti Kawasan Konservasi yang seharusnya terlindungi dari aktivitas
manusia.'"® Ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut menunjukkan bahwa Indonesia
belum menganut paradigma strong sustainability, EKB belum dianggap sebagai
critical natural capital, dan keberadaannya dapat dirusak, dan digantikan dengan
man-made wealth.

114 Ali Akhmad Noor Hidayat, “Lebih dari 3.200 Pelanggaran Tata Ruang, BPN: Banyak Terjadi di
Perkotaan” https://bisnis.tempo.co/read/1437647/lebih-dari-3-200-pelanggaran-tata-ruang-bpn-banyak-
terjadi-di-perkotaan diakses 14 November 2022

115 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Tim
Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah,
(Jakarta: BPHN, 2014)

116 Ibid.

117 Indonesia, Undang-Undang Penataan Ruang, UU Nomor 26 tahun 2007 jo. UU Nomor 20 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Ps. 34A

118 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 21 Tahun 2021,
Pasal 127.
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Kawasan Cadangan Karbon Biru

Peluang instrumen perlindungan lainnya di rezim tata ruang adalah Kawasan Cadangan
Karbon Biru. Kawasan ini merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Tertentu
(KSNT) dengan tujuan pengendalian lingkungan hidup. Kawasan ini merupakan bagian
dari tata ruang laut dan diatur pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Kawasan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam PP
Penyelenggaraan Penataan Ruang, di mana Pasal 43 diatur bahwa kewenangan penetapan
RZ KSNT ada pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.
RZ KSNT dapat berupa perairan di Kawasan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang di
dalamnya termasuk Kawasan Cadangan Karbon Biru. Selain Kawasan Cadangan Karbon
Biru, penetapan kawasan perlindungan ekosistem laut juga dapat ditetapkan sebagai
‘kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis’'" (Ecologically or Biologically
Significant Marine Areas).'®

Saat ini alokasi ruang untuk Kawasan Cadangan Karbon Biru telah ditetapkan dalam
empat Rencana Zonasi Kawasan Antar-Wilayah (RZ KAW) yakni: 1) RZ KAW Laut Jawa;'
2) RZ KAW Laut Maluku;'? 3) RZ KAW Laut Sulawesi;'?® dan 4) RZ KAW Selat Makassar'?*
sedangkan alokasi ruang untuk kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis
ditetapkan dalam lima RZ KAW yakni RZ KAW Selat Makassar'?®, RZ KAW Laut Maluku'?,
RZ KAW Laut Sulawesi,’” dan RZ KAW Laut Natuna Utara.'?®

Saatini, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengelolaan
Kawasan Cadangan Karbon Biru maupun kawasan yang signifikan secara ekologis dan
biologis. Namun, penetapan ini dapat menjadi solusi untuk menguatkan perlindungan
EKB. Potensi permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, mengenai Proyek Strategis
Nasional yang dapat mengecualikan ketentuan tata ruang, dapat dihindari dengan tidak
menerapkan ketentuan pengecualian tersebut pada Kawasan Cadangan Karbon Biru dan
kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.

119 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 21 Tahun 2021,
Pasal 43 ayat (4).

120 Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSA) merujuk pada kawasan laut yang memiliki nilai
serta fungsi penting untuk mendukung jasa ekosistem.

121 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa, Perpres Nomor 3
tahun 2022 Ps. 45

122 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi, Perpres Nomor
40 tahun 2022 Ps. 45

123 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, Perpres Nomor 4
tahun 2022 Ps. 45

124 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar, Perpres Nomor
38 tahun 2020 Ps. 38

125 Ibid.

126 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, Perpres Nomor 4
tahun 2022 Ps. 46.

127 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, Perpres Nomor 4
tahun 2022 Ps. 45

128 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna Utara, Perpres
Nomor 41 tahun 2022 Ps. 45.
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Tabel 2.4

Peluang dan Kendala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon

Biru di Rezim Penataan Ruang

Semua provinsi wajib menetapkan
Kawasan Lindung dan kawasan konservasi
ke dalam rencana tata ruang.

Kawasan Lindung dan Kawasan
Konservasi dapat melindungi EKB dengan
tidak memperbolehkan adanya kegiatan
ekstraktif

Penetapan Kawasan Cadangan Karbon
Biru dalam RZ KSNT berpotensi dapat
memberikan perlindungan bagi EKB

Rezim Kehutanan

Tidak semua EKB ditetapkan dalam
Kawasan Lindung dan kawasan konservasi

Perencanaan tata ruang di darat, laut dan
pesisir dapat dikecualikan untuk kebijakan
strategis nasional

Kawasan Zona Inti Kawasan Konservasi
Perairan dapat diberikan izin kegiatan
yang bersifat strategis nasional

Belum terdapat penjelasan implikasi dari
penetapan Kawasan Cadangan Karbon
Biru

Berdasarkan UU Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan
menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.'” Mangrove bisa
masuk ke dalam ketiga kategori hutan tersebut, ataupun masuk ke dalam kawasan non-
hutan (areal penggunaan lain). Dalam Penjelasan Pasal 41 UU Kehutanan, mangrove
disebutkan sebagai bagian dari hutan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam

129 Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU Nomor 41 tahun 1999, Ps. 6.
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upaya rehabilitasi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga mengatur kewajiban
pengelola hutan untuk mencegah perusakan hutan. Peraturan ini juga
mengatur prinsip-prinsip pengelolaan kehutanan, termasuk di dalamnya
prinsip pengelolaan hutan mangrove. Dalam bagian ini akan dijelaskan
instrumen perlindungan terhadap mangrove yang berada di kawasan
hutan berdasarkan kategorinya.

Hutan Lindung

Secara definisi, Hutan Lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.'* Penetapan Kawasan Hutan menjadi Hutan
Lindung merupakan salah satu instrumen perlindungan untuk mangrove.
Luas mangrove eksisting di dalam Kawasan Hutan Lindung adalah
907.724 ha atau sekitar 27 persen dari total luasan mangrove eksisting di
Indonesia. PP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
menyebutkan enam kriteria Hutan Lindung yaitu salah satunya adalah
kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Hutan Lindung (protected forest) adalah kawasan hutan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi
ekologisnya tetap berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di
sekitarnya. Hutan Lindung dapat ditetapkan di: a) wilayah hulu sungai
(termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan
(catchment area); b) sepanjang aliran sungai; c) tepi-tepi pantai (misalnya
pada hutan bakau); dan d) tempat-tempat lain sesuai fungsi yang
diharapkan.

Hutan Lindung dapat menjadi instrumen perlindungan bagi mangrove
sebab, secara umum pemanfaatan Hutan Lindung hanya diperbolehkan
terhadap kegiatan non-ekstraktif yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan
hasil hutan bukan kayu (HHBK). Contoh-contoh pemanfaatan adalah
sebagai berikut:™'

a. pemanfaatan kawasan yakni budidaya tanaman obat dan penangkaran
satwa.

b. pemanfaatan jasa lingkungan adalah wisata alam, pemanfaatan air,
pemanfaatan kenyamanan.

c. pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah mengambil rotan, buah,
madu.

Pemanfaatan Hutan Lindung dilakukan dengan pemberian Perizinan
Berusaha dan Perhutanan Sosial. Dua pemegang izin atau persetujuan
ini diwajibkan untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan hutan,
yang meliputi pencegahan kerusakan hutan termasuk kerusakan terhadap
mangrove. Pada Hutan Lindung, terdapat pembagian blok, yaitu blok inti,
blok pemanfaatan, dan blok khusus. Pada blok inti, pemanfaatan hanya
untuk kegiatan HHBK dan tidak merusak tegakan hutan.

130 Ibid., Ps. 1 ayat (8).

131 Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU Nomor 41 tahun 1999, Ps. 26; Indonesia,
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Nomor 23 Tahun 2021.
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Grafik 2.1
Pembagian Blok pada Hutan Lindung

Namun demikian, pengaturan Hutan Lindung juga memiliki beberapa kelemahan.
Pertama, diperbolehkan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan dengan tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kegiatan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan antara lain adalah
pertambangan (dengan pola pertambangan bawah tanah dan tidak boleh dengan pola
pertambangan terbuka) dan pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, waduk, serta
kegiatan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan ketahanan
pangan (food estate).”? Kegiatan ini diberikan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan (sebelumnya adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPKKH) oleh Menteri LHK dan
tanpa melalui penilaian oleh DPR seperti dalam rezim sebelum UU Cipta Kerja. Kedua,
Hutan Lindung dapat diubah fungsinya melalui Perubahan Fungsi Kawasan Hutan'
menjadi Hutan Produksi.”®* Perubahan fungsi hutan ini dapat dilakukan dalam rangka
kegiatan proyek strategis nasional, program PEN, pengadaan tanah untuk bencana
alam, dan tanah obyek reforma agraria yang ditetapkan pemerintah pusat.'®* Ketentuan-
ketentuan di atas berpotensi merusak hutan mangrove dalam skala yang cukup luas, dan
ini berbanding terbalik dengan tujuan awal ditetapkannya Hutan Lindung.

Hutan Konservasi

Luas mangrove di dalam kawasan Hutan Konservasi adalah 748,271 ha atau sekitar
22 persen dari total luasan mangrove eksisting di Indonesia. Secara definisi, Hutan

132 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 91.

133 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84
(1).
134 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 77.

135 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84
(3).
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Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi
pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Beberapa
tipe Hutan Konservasi adalah KSA (cagar alam dan suaka margasatwa), KPA (taman
nasional, taman hutan raya, taman wisata alam), dan taman buru. Hutan Konservasi
menjadi instrumen perlindungan terkuat bagi mangrove, sebab pada kawasan ini tidak
diperbolehkan adanya pemanfaatan yang bersifat ekstraktif. Pemanfaatan kawasan hutan
tidak diperbolehkan pada hutan cagar dan taman nasional’. Khususnya pada taman
nasional, zona inti bersifat mutlak dilindungi, dan tidak diperbolehkan adanya perubahan
apapun oleh aktivitas manusia. Bahkan, pada dua kawasan tersebut kegiatan rehabilitasi
juga dilarang demi menjaga keutuhan/keaslian ekosistemnya. Secara umum, pada KSA,
pemanfaatan hanya dibatasi pada fungsi penelitian, pendidikan, penyimpanan karbon,
pemanfaatan air, pemanfaatan wisata, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk
penunjang budidaya. Berbeda dengan KSA, pemanfaatan pada Kawasan Pelestarian
Alam dapat berupa pemanfaatan tradisional, yaitu kegiatan pemungutan HHBK, budidaya
tradisional, serta perburuan tradisional terbatas. Lebih lanjut, kegiatan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan pun tidak dapat diberikan di kawasan Hutan Konservasi.'’

Grafik 2.2
Tipe-Tipe Hutan Konservasi

Mirip dengan Hutan Lindung, potensi permasalahan terjadi karena peruntukan Hutan
Konservasi dapat dialihkan oleh dua hal. Pertama, Hutan Konservasi dapat diubah
fungsinya menjadi Hutan Lindung atau Hutan Produksi.'*® Kedua, Hutan Konservasi dapat
diubah fungsinya jika terdapat usulan untuk kegiatan PSN, program PEN, pengadaan
tanah untuk bencana alam, dan tanah obyek reforma agraria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.™’

Perhutanan Sosial

136 Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU Nomor 41 tahun 1999, Ps. 24.
137 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 32.
138 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 77.

139 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84
(3).
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Perhutanan sosial (perhutsos) merupakan sistem pengelolaan atau pemanfaatan hutan
yang terletak dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/Hutan Adat dan dilakukan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat (MHA). Tujuan utama pemanfaatan
hutan melalui perhutsos ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat dan mempertahankan keseimbangan lingkungan. Pengelolaan perhutsos
dapat dilakukan dalam bentuk hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan
tanaman rakyat (HTR), Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan. Kegiatan pemanfaatan
hutan dalam perhutsos meliputi: kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan
jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan
kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan
adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan
perhutsos dapat dilakukan dalam beberapa bentuk berikut:

Grafik 2.3
Bentuk-Bentuk Perhutanan Sosial

Perhutsos merupakan bentuk akses masyarakat untuk mengelola mangrove yang
berada di kawasan hutan. Akses ini penting salah satunya untuk memastikan keamanan
tenurial. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial memiliki jangka waktu 35 tahun dan
dapat diperpanjang. Setiap pemegang persetujuan pengelolaan, dalam melaksanakan
pengelolaan hutan (perhutsos) harus sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
(sustainable forest management), menjaga areal-nya dari perusakan dan pencemaran
lingkungan, melaksanakan perlindungan hutan, dan melakukan penanaman dan
pemeliharaan hutan di areal kerjanya.

Kelemahan dari pengelolaan perhutsos adalah terhadap persetujuan pengelolaannya,
meskipun telah dikeluarkan penetapannya oleh Menteri. Hal ini masih dapat berubah
apabila terdapat perubahan dalam keanggotaan pemegang persetujuan, perubahan
areal kerja, atau perubahan naskah kesepakatan kerja sama bagi persetujuan kemitraan

34



kehutanan. Pasal 96 ayat (3) PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 kemudian merincikan lagi
bahwa perubahan areal kerja yang dimaksud dapat dilakukan apabila terdapat perubahan
fungsi kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan, penyelesaian konflik
tenurial, dan tumpang tindih dengan perizinan dan persetujuan lain. Tidak hanya itu, bagi
kawasan yang telah disetujui sebagai perhutsos lalu kemudian areal tersebut ditetapkan
sebagai proyek strategis nasional, maka Menteri juga dapat melakukan perubahan atas
Persetujuan Pengelolaan Perhutsos yang telah dikeluarkan.®

Hutan Adat

Hutan Adat merupakan satu-satunya skema perhutanan sosial yang mengalihkan hak
kepemilikan hutan. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat
hukum adat. Skema ini memberikan keamanan tenurial dan keadilan bagi masyarakat
adat untuk memiliki dan mengelola hutan secara lestari untuk menjamin kesejahteraan
mereka. Semua jenis hutan negara (Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi)

140 Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, Ps. 97.
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dapat dialihkan menjadi Hutan Adat dan menjadi bagian yang terpisah dari hutan negara.
Dalam Hutan Adat, masyarakat mengelola kawasan hutannya didasarkan pada hukum
adat masing-masing.

Hutan Adat menjadi instrumen perlindungan yang cukup krusial. Sebab berdasarkan
data dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Hutan Adat menyimpan banyak
cadangan karbon. Luas wilayah adat yang dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat
adat mencapai 12,4 juta ha, dan dari 12,4 juta ha tersebut luas Hutan Adat mencapai
8.748.109 hektar atau sekitar 70 persen dari total wilayah adat. Luasan tersebut
menyimpan 6,946 miliar ton stok karbon.™" Namun demikian, sampai saat ini penetapan
Hutan Adat masih mengalami stagnasi. Dari total luasan 12,4 juta ha tersebut, terdapat
99 wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum
daerah dengan luas mencapai 2,56 juta ha. Kemudian terdapat 616 peta wilayah adat
yang telah diatur dengan produk hukum daerah dengan luas mencapai 7,16 juta ha, yang
proses penetapannya masih harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan atau Peraturan
Bupati. Selebihnya terdapat 2,71 juta ha wilayah adat belum memiliki produk hukum
daerah sama sekali.’?

Larangan Merusak Ekosistem Karbon Biru dalam Rezim Kehutanan

UU Kehutanan mengatur upaya pencegahan perusakan hutan, termasuk hutan mangrove.
Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa adanyalarangan untuk menebangpohon diwilayah hutan
tanpa adanya izin pemanfaatan. Maka dari itu penebangan pohon-termasuk mangrove—
masih diperbolehkan selama memiliki izin pemanfaatan seperti izin pemanfaatan di
wilayah Hutan Produksi untuk produksi arang mangrove. Sanksi pidana terhadap pelaku
penebangan hutan yang tidak sesuai izin diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusahan Hutan. Pelaku yang melakukan penebangan
pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin, dan melakukan penebangan
pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar.*® Sanksi ini juga dapat diberikan kepada

141 Aliansi Masyarakat Adat Nasional, Catatan Akhir Tahun 2021: Tangguh di Tengah Krisis (Jakarta: AMAN,
2021)

142 Ibid.

143 Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 18
Tahun 2013, Ps. 82 (1).
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korporasi dengan dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana
denda terhadap pengurus korporasi paling
sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 15

miliar.144

Lebih lanjut, sanksi pidana juga diberikan
kepada pelaku yang dengan sengaja
memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau
memiliki hasil penebangan di kawasan
hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai,
atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak
dilengkapisecarabersamasuratketerangan
sahnya hasil hutan, dan memanfaatkan hasil
hutan kayu yang diduga berasal dari hasil
pembalakan liar dengan ancaman pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp 500 juta dan
paling banyak Rp 2,5 miliar. Sanksi ini juga
dapat diberikan kepada korporasi dengan
objek pelanggaran yang sama, dengan
ancaman pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta pidana denda terhadap
pengurus korporasi paling sedikit Rp 5
miliar dan paling banyak Rp 15 miliar.™*

Terhadap kegiatan penambangan di
dalam kawasan hutan secara ilegal, orang
perorangan diancam dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta
pidana denda terhadap pengurus korporasi
paling sedikit Rp 1,5 miliar dan paling
banyak Rp 10 miliar. Korporasi dapat pula
diancam dengan pidana dengan objek
pelanggaran yang sama dengan pidana
penjara paling singkat 8 (delapan) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp 20 miliar

dan paling banyak Rp 50 miliar.™¢

144 Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU
Nomor 18 Tahun 2013, Ps. 82 (3).

145 Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU
Nomor 18 Tahun 2013, Ps. 83 (4).

146 Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU
Nomor 18 Tahun 2013, Ps. 89.
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Tabel 2.5
Peluang dan Kendala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon
Biru di Rezim Kehutanan

Semua provinsi wajib menetapkan Perencanaan tata ruang dapat
Kawasan Lindung dan memasukkannya ke dikecualikan untuk kebijakan strategis
dalam rencana tata ruang. nasional.

UU Kehutanan mengatur mangrove Terdapat ekosistem mangrove yang

sebagai bagian dari hutan. Artinya, semua berada di luar kawasan hutan.
instrumen perlindungan kehutanan dapat
juga berlaku bagi mangrove.

Pemanfaatan di Hutan Lindung sangat 1. Peruntukan Hutan Lindung dapat
terbatas dan terdapat instrumen- diubah

instrumen pengawasan untuk mencegah

pelanggaran. 2. Hanya 26.9% persen kawasan

mangrove masuk ke dalam cakupan
Hutan Lindung

3. Pemanfaatan yang berpotensi
merusak, seperti pertambangan, masih
diperbolehkan di Hutan Lindung

Zona inti Hutan Konservasi bersifat mutlak 1. Peruntukan Hutan Konservasi dapat

dilindungi dan tidak diperbolehkan diubah

adanya perubahan apapun oleh aktivitas

manusia. 2. Hanya 20% persen kawasan mangrove
masuk ke dalam cakupan Hutan
Konservasi

Perhutanan sosial memberikan akses Perlunya mekanisme monitoring dan

masyarakat untuk mengelola EKB. pengawasan yang baik untuk memastikan

tidak ada pelanggaran/perusakan
mangrove pada perhutanan sosial.

Rezim Pesisir dan Perairan

Instrumen perlindungan pada rezim pesisir dan perairan tersebar di beberapa peraturan
perundang-undangan antara lain adalah UU PWP3K, UU KSDAE, dan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (“UU Perikanan”). UU PWP3K sampai saat
ini merupakan peraturan yang paling mengakomodasi pengaturan perlindungan EKB.
Pertama, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa adanya kewajiban bagi setiap daerah untuk
memiliki Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruangnya. Kriteria dari penetapan Kawasan
Lindung antara lain adalah sumber daya pesisir yang unik dan rentan akan perubahan
seperti gambut, mangrove, terumbu karang dan padang lamun (Pasal 28 ayat 3 huruf d
UU PWP3K). Pasal ini memberikan implikasi bahwa mangrove dan padang lamun penting
untuk dilindungi karena ia merupakan ekosistem yang rentan akan perubahan.
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Kawasan Konservasi Perairan

Marine Protected Areas (MPA) merupakan instrumen yang penting dalam melindungi
ekosistem laut dan pesisir. Secara umum, MPA dirancang atau ditetapkan untuk tujuan
tertentu seperti konservasi keanekaragaman hayati, konservasi spesies pada habitat yang
kritis, turisme, budaya, penelitian, atau tujuan lainnya.” Namun, dalam beberapa tahun
terakhir peran MPA dalam melindungi EKB dan mendukung kemampuannya sebagai
layanan ekosistem penyerap karbon telah diakui.'® Dalam melindungi EKB, MPA dapat
mengurangi ancaman pada ekosistem tersebut, baik dengan memulihkan habitat EKB
yang terdegradasi, dan melindungi ekosistem penyangga pesisir yang berdekatan
dengan habitat EKB yang ada yang rentan terhadap kerusakan serta kenaikan permukaan
laut. Di Indonesia, konsep MPA diatur melalui beberapa aturan yakni di antaranya UU
KSDAE, UU PWP3K, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumber Daya lkan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi yang dimaksud terdiri
atas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi
Perairan, dan Kawasan Konservasi Maritim (KKM). Kawasan Konservasi Perairan kemudian
dibagi menjadi 3 bentuk yakni Taman, Suaka, dan KKM dengan fungsi, ciri, dan kriteria
zona yang berbeda pada tiap bentuknya. Tiap-tiap bentuk kemudian dibagi menjadi tiga
zonasi yakni zona inti (di mana kegiatan ekstraksi tidak diperbolehkan), zona pemanfaatan
terbatas, dan zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.

Di antara ketiga bentuk Kawasan Konservasi Perairan tersebut, bentuk Suaka merupakan
bentuk yang paling tinggi keketatannya, dengan kriteria wilayah wajib untuk mencakup

147 R.V. Salm, et al., Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and managers (Washington
DC: IUCN, 2000).

148 Edward B. Barbier, et al., “The value of estuarine and coastal ecosystem services’ ', Ecological
Monographs, Vol. 81 (2), (2011), him. 169-193.
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zona inti minimal sebanyak 70 persen’’ (pada bentuk taman 10 persen dan pada bentuk
KKM). Pada dasarnya, zona inti merupakan zona konservasi yang paling ideal karena
memberikan perlindungan mutlak pada target konservasi di mana kegiatan pemanfaatan
tidak diperbolehkan, terutama kegiatan yang merusak seperti reklamasi, pertambangan
terbuka, dan dumping™®.

Kawasan Konservasi Perairan dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut:

Grafik 2.4
Klasifikasi Kawasan Konservasi Perairan

Namun, PP Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan ‘pengecualian’ terhadap
larangan tersebut, walaupun kegiatan reklamasi, pertambangan terbuka dan dumping
tidak diperbolehkan, khususnya pada zona inti. Pada aturan selanjutnya, dijelaskan
apabila secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari kawasan konservasi
laut, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh kegiatan yang ditetapkan sebagai
Kegiatan Strategis Nasional, atau untuk kepentingan di kawasan konservasi pengelolaan
Kawasan Konservasi Laut.

149 Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi,
PermenKP Nomor 31/PERMEN-KP/2020, Ps. 31 (2).

150 Indonesia, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 tahun 1990, Penjelasan Ps. 32.

40



Pengecualian terhadap aturan ini melemahkan fungsi Kawasan Konservasi
Perairan untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir, serta kontradiktif dengan
fungsi zona inti yang seharusnya menjadi zona perlindungan mutlak yang
melindungi target konservasi dari segala bentuk kegiatan. Selain itu, apabila
provinsi telah mencadangkan dan mengalokasikan Kawasan Konservasi dalam
RZWP3K, tidak serta merta kawasan tersebut langsung berlaku efektif sebagai
Kawasan Konservasi sebab harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan.’™' Berdasarkan data KKP tahun 2021, saat ini Indonesia
memiliki 201 kawasan konservasi perairan dengan luas total mencapai 24,11
juta ha. Luasan tersebut terdiri dari 16,8 juta ha yang telah ditetapkan oleh
Menteri dan 7,3 juta ha yang masih dalam pencadangan oleh pemerintah
daerah. Artinya masih terdapat 7,3 juta ha kawasan konservasi yang masih
harus ditetapkan oleh Menteri. Tidak ditetapkannya kawasan konservasi oleh
Menteri dapat berimplikasi pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
tujuan konservasi di dalam kawasan konservasi.

Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)

OECM didefinisikan sebagai area yang dilindungi selain kawasan konservasi, yang
dikelola secara berkelanjutan dengan tetap dengan instrumen mempertahankan
fungsi dan jasa ekosistem, nilai-nilai budaya, spiritual, sosial ekonomi, serta nilai-
nilai lokal lain yang relevan.”™® OECM merupakan mekanisme agar inisiatif yang
dipimpin masyarakat (community-led initiatives) dapat diakui oleh pemerintah
dan diformalkan melalui penetapan wilayah konservasi masyarakat/adat dalam
dokumen perencanaan tata ruang. OECM dapat meningkatkan efektivitas,
inklusifitas, dan konservasi yang berkeadilan untuk memberdayakan masyarakat
lokal dan adat, pemerintah untuk bekerjasama dalam upaya konservasi. OECM
juga dapatberkontribusi pada pencapaian targetnasional daninternasional untuk
jumlah area dan konservasi. Potensi OECM di Indonesia besar dan sudah ada
beberapa bentuk/model pengelolaan pesisir melalui OECM yang dilaksanakan
di daerah, di antaranya adalah Panglima Laot di Aceh, sasi di Maluku dan Papua,
mane’e di Sulawesi Utara, dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat di
Sinjai, Sulawesi Selatan.’™* Sayangnya, konsep ini belum dipahami secara luas
karena belum diatur secara jelas dalam kebijakan hukum resmi. Namun pakar
mengidentifikasi beberapa undang-undang eksisting yang dapat ditafsirkan
untuk mendukung esensi OECM.'® Setidaknya terdapat tiga bentuk pengakuan
OECM berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama,
melalui penetapan dan pengesahan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diintegrasikan ke dalam RZWP3K.

151 Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, PermenKP Nomor 31/PERMEN-
KP/2020, Ps. 29.

152 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, “Tahun 2021, KKP Targetkan
Penetapan 800 Ribu Hektar Kawasan Konservasi Perairan”, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, https://kkp.go.id/djprl/kkhl/artikel/27156-tahun-2021-kkp-targetkan-penetapan-800-
ribu-hektar-kawasan-konservasi-perairan#: ~:text=Saat%20ini%20Indonesia%20memiliki%20
201,dalam%20pencadangan%200leh%20pemerintah%20daerah, diakses pada 5 Agustus
2022.

153 Estradivari, et al., “Marine Conservation beyond MPAs: Towards the Recognition of Other

Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs) in Indonesia,” Marine Policy, Vol. 137,
(2022), him. 1-12.

154 Ibid.

155 Estradivari, et al., “Marine Conservation beyond MPAs: Towards the Recognition of Other
Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs) in Indonesia,” Marine Policy, Vol. 137,
(2022), him. 1-12.




Kedua, melalui fasilitasi pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang kepada masyarakat tradisional dan masyarakat lokal.
Ketiga, melalui pemberian izin (perizinan berusaha) dari pemerintah
kepada perseorangan ataupun badan hukum untuk menggunakan
wilayah laut untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan penggunaan
khusus yang dialokasikan untuk area tersebut.’¢

Larangan Mengalihfungsikan Areal Mangrove, dan Merusak
Mangrove dan Padang Lamun

Dalam rezim laut dan pesisir, terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang melarang perusakan EKB. Pertama, Pasal 73 UU PWP3K
mengatur bahwa terhadap pelaku yang melakukan konversi areal
mangrove, penebangan mangrove, dan perusakan padang lamun dapat
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar
dan paling banyak Rp 10 miliar. Dalam pemanfaatan wilayah pesisir,
setiap orang juga dilarang untuk mengonversi mangrove di wilayah
pemanfaatan yang tidak memperhatikan keberlanjutan dari fungsi
ekologisnya. Pasal ini juga mengatur larangan penebangan mangrove
di wilayah konservasi dan kerusakan padang lamun. Lebih lanjut,
kegiatan pertambangan dan pembangunan dilarang untuk dilaksanakan
bilamana secara teknis, ekologis, sosiologis dan kultural mengakibatkan
polusi atau kerusakan lingkungan. Terhadap objek-objek pelanggaran
ini, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat2 (dua)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar."’

Kedua, Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU KSDAE") mengatur
pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi
kawasan konservasi perairan. Kegiatan-kegiatan yang dilarang
antara lain adalah kegiatan yang dapat mengurangi atau bahkan
menghilangkan fungsi dari kawasan konservasi, mengurangi wilayah
konservasi, dan mengakibatkan adanya spesies invasif. Lebih lanjut,
Pasal 33 ini mengatur larangan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan dalam zona inti. Pelanggaran terhadap Pasal 19 dan Pasal 33
ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh)tahun
dan maksimal pidana denda sebesar Rp 200 juta. Lebih lanjut, terhadap
orang yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona
pemanfaatan dapat diancam dengan pidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Ketiga, dalam UU Perikanan, mangrove termasuk dalam sumber daya
perikananyangharusdilindungi. Pasal 12 Ayat 1 mengatur bahwa “setiap
orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” dan bila pasal
ini dilanggar, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

156 Ibid., him. 9

157 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU
Nomor 27 tahun 2007, Ps. 73.



Tabel 2.6

Peluang dan Kendala Perlindungan dan Pengelolaan EKB

di Rezim Pesisir dan Perairan

EKB yang berada di zona inti kawasan
konservasi perairan akan mendapatkan
perlindungan yang lebih kuat.

OECM merupakan mekanisme agar
inisiatif yang dipimpin masyarakat
(community-led initiatives) dapat diakui
oleh pemerintah dan diformalkan
melalui penetapan wilayah konservasi
masyarakat/adat dalam RTRW atau
RZWP3K.

Terdapat larangan mengonversi areal
mangrove, penebangan mangrove, dan
perusakan padang lamun yang dapat

Tidak semua EKB berada di kawasan
konservasi.

Terdapat pasal pengecualian terkait
diperbolehkannya kegiatan yang bersifat
strategis di dalam Zona Inti Kawasan
Konservasi Perairan.

Masih terdapat banyak cadangan kawasan
konservasi yang harus ditetapkan oleh
Menteri KKP.

Pengakuan OECM secara formal belum
ada di tingkat nasional.

Efektivitas pengenaan sanksi bergantung
pada kualitas pengawasan dan
penegakkan hukum

diancam dengan pidana dengan sanksi
yang cukup kuat.

Rezim Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Pemerintah Daerah dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan
tugas pembantuan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan. Kewenangan ini didasari oleh penyerahan dan pelimpahan
kewenangan dari pusat kepada daerah. Kewenangan di sektor kehutanan, kelautan,
energi, dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh
karena itu pemerintah daerah memiliki sebagian kewenangan dalam pengelolaan EKB.
Pelaksanaan kewenangan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah
yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
termasuk di dalamnya adalah dinas daerah.

Di wilayah pesisir dan kelautan, daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya hingga paling jauh 12 mil dari garis
pantai. Kewenangan pengelolaan tersebut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi,
dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif,
pengaturan tata ruang dan keikutsertaan dalam memelihara keamanan di laut dan
mempertahankan kedaulatan negara. Terkhusus pada wilayah provinsi yang berciri
kepulauan, selain daripada kewenangan pengelolaan sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, wilayah tersebut juga mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk
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melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan
asas tugas pembantuan. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga memiliki
kewenangan terkait mangrove yang berada di kawasan non-hutan atau Areal
Penggunaan Lain (APL).™®

Lebih lanjut, dalam penelitian lapangan ditemukan beberapa daerah yang
mengatur perlindungan EKB melalui peraturan bupati dan peraturan desa.
Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain. Peraturan ini
bertujuan untuk menurunkan laju degradasi mangrove dan mempertahankan
tutupan areal mangrove di APL. Peraturan ini mengatur peruntukan kawasan
mangrove di APL menjadi tiga kategori yakni Kawasan Inti, Kawasan Budidaya
dan Kawasan Pemanfaatan Umum. Peraturan ini pun mengatur larangan untuk
merambah kawasan mangrove, menebang mangrove dan larangan untuk
membuka kawasan mangrove dengan peruntukan perikanan, perkebunan,
pertanian dan peternakan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka dapat diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling
banyak Rp 50juta.’? Peraturaninijuga melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan pihak lainnya dalam pelestarian kawasan mangrove.
Pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan pengelolaan areal
mangrove secara berkelanjutan pun diatur dalam peraturan ini.'¢®

Selain itu, di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, masyarakat
telah lama mengatur perlindungan padang lamun melalui Peraturan Desa
Pengudang Nomor 02/TRISMADES/DPD/DPL 2010 tentang Pengelolaan Padang
Lamun. Peraturan ini mengatur adanya pengalokasian areal perlindungan khusus
atau kawasan inti bagi padang lamun, terumbu karang dan mangrove. Dalam
kawasan ini, segala aktivitas yang dapat merusak dan mencemari ekosistem tidak
diperbolehkan sama sekali, termasuk pelarangan penggunaan bahan beracun
untuk menangkap ikan, pelarangan penebangan bakau, dan lain sebagainya.
Terhadap pelanggaran atas pelarangan ini, dikenakan sanksi berupa sanksi sosial
dan sanksi denda sebesar Rp 100.000 sampai dengan Rp 10 juta bergantung
pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Peraturan serupa juga tim penulis temukan di Desa Babulu Laut Kabupaten
Penajam Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan desa saat ini sedang dalam
tahap pengesahan, yang mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem
mangrove yang meliputi perencanaan sampai pendanaan. Setiap orang dilarang
melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove dalam wilayah
administratif desa dengan sanksi yang akan ditentukan. Peraturan desa tersebut
turut mengatur terkait hak dan kewajiban warga desa dalam perlindungan dan
pengelolaan mangrove. Dimana, pemenuhan hak warga desa untuk memperoleh
manfaat dari pengelolaan mangrove harus didorong oleh pemerintah desa.
Untuk menunjang kelembagaan, pemerintah desa membentuk Kelompok
Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.

158 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun
2021, Ps. 41 (8) dan Pasal 249 (7).

159 Indonesia, Kabupaten Berau, Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pengelolaan
Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5
Tahun 2020, Ps. 31.

160 Indonesia, Kabupaten Berau, Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pengelolaan
Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5
Tahun 2020, Ps. 28.



Tabel 2.7

Peluang dan Kendala Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon

Biru di Rezim Pemerintah Daerah

Jika tidak ada political will di tingkat pusat,
peraturan di tingkat daerah dapat menjadi
sebuah solusi untuk mengisi kekosongan
hukum dalam pengelolaan dan rehabilitasi
mangrove di tingkat tapak.

Pelibatan masyarakat dapat menjadi lebih
kuat.

Jika terdapat kawasan hutan yang kiranya
instrumen perlindungannya tidak kuat,
solusinya bisa menjadikan bagian dari

Kebijakan daerah dapat ‘dikalahkan’ oleh
kebijakan tingkat pusat.

Diperlukan program peningkatan
pemahaman hukum bagi masyarakat desa.

Kewenangan desa yang sangat minim
untuk pengelolaan dan hanya mencakup
EKB yang di Kawasan hutan.

kawasan tersebut menjadi hutan desa
sehingga dapat dilindungi  dengan
peraturan desa.

Implementasi  peraturan desa tetap
bisa terganggu oleh kegiatan yang
mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

Kebijakan Lainnya

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

Salah satu kebijakan terkini terkait pengelolaan ekosistem mangrove adalah kebijakan
yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove (“"Perpres BRGM"). Peraturan ini mengatur mandat kepada Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi
mangrove dengan target luasan 600.000 ha sampai dengan tahun 2024 di sembilan
provinsi. Program ini dilakukan dengan pendekatan padat karya sebagai bagian dari upaya
PEN. Dalam rangka PEN, Pemerintah juga memperluas target rehabilitasi mangrove di 32
provinsi untuk tahun 2020-2021 seluas 34.250 ha. Pada COP 26 (tahun 2021 di Glasgow),
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa target rehabilitasi ini merupakan target
terluas di dunia terluas di dunia. BRGM ditugaskan untuk mempercepat pelaksanaan
rehabilitasi mangrove di berbagai provinsi di atas. Hambatan terbesar dalam pelaksanaan
program rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BRGM,
adalah: (1) adanya gap data antara peta dengan kondisi atau kenyataan di lapangan;
(2) keterbatasan anggaran; dan (3) masih rendahnya inisiatif yang dimiliki pemerintah
daerah. Hambatan terkait dengan gap (celah) data mempengaruhi luasan wilayah sasaran
rehabilitasi mangrove.
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Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai
Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang
Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Sebelum COP 26 di Glasgow, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun
2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan
secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah kaca dalam Pembangunan Nasional
(“Perpres NEK"). Peraturan Presiden ini merupakan penegasan atas upaya pemerintah
mewujudkan komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89
persen dengan usaha sendiri atau 43,20 persen dalam Enhanced National Determined
Contribution (NDC) dengan kerja sama internasional. Secara umum, perpres NEK ini
mengatur terkait dengan:

Upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;

a. Tata laksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui mekanisme
perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan
mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Kerangka transparansi;

Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

. Pembinaan dan pendanaan;

Pembentukan komite pengarah pelaksanaan instrumen NEK yang diketuai oleh Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Peraturan ini juga telah mengakui

peran dari blue carbon dalam rangka pencapaian target NDC.

f. Mewujudkan kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah
kaca melaluiaksi mitigasi dan adaptasi sebagaimana diatur dalam Paris Agreementyang
telah diratifikasi oleh pemerintah'’. Peraturan ini mengatur mengenai nilai ekonomi
terhadap nilai jasa ekosistem yang berada di darat maupun laut dalam pengurangan
emisi gas rumah kaca. Lebih lanjut, Pasal 8 Perpres NEK mengatur secara eksplisit
bahwa EKB merupakan upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan untuk
mencapai target NDC."¢?

®Qao0oT

161 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework
Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa Mengenai Perubahan lklim), UU Nomor 16 tahun 2016, Penjelasan Umum.

162 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021,
Ps. 8.
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Ekosistem Karbon Biru dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
perubahan iklim masuk ke dalam Program Prioritas 6, yaitu Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan lklim. Dalam hal ini diuraikan
bahwa pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan daya dukung sumber
daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan
iklim. Salah satu sasaran dalam prioritas keenam ini adalah program rendah karbon
daerah pesisir dan laut, dengan target luas ekosistem mangrove yang harus dipulihkan
sebesar 50.000 ha.

Nationally Determined Contribution (NDC)

NDC merupakan perwujudan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan
beradaptasi dengan dampak perubahan iklim sesuai dengan Pasal 4 Paragraf 2 Paris
Agreement. Indonesia telah mengadopsi perjanjian tersebut sebagaimana tertuang ini
seperti tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris
atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.
Dalam dokumen NDC, diuraikan adaptasi, dan ketahanannya.

Mangrove di Indonesia memiliki manfaat yang tinggi dalam mitigasi perubahan iklim.
Dokumen NDC Indonesia tahun 2021 telah memasukkan EKB dalam komponen adaptasi.
Untuk mencapai target resiliensi ekosistem dan lanskap, terdapat program utama berupa
konservasi dan restorasi ekosistem. Pada program ini terdapat dua aksi yang berdampak
pada EKB: (1) perlindungan kawasan konservasi perairan eksisting dan pengembangan
yang baru; dan (2) restorasi mangrove dan gambut yang terdegradasi.

Implikasi utama dari dimasukkannya EKB dalam komponen adaptasi NDC adalah sebagai
dasar pemerintah mengakui perlindungan dan pengelolaan EKB dan dapat dan dapat
dijadikan sebagai sebagai prioritas kebijakan nasional untuk mendorong mobilisasi aksi
antar lembaga. Memasukkan komponen adaptasi juga dilakukan melalui dokumen Peta
Jalan NDC Adaptasi Perubahan Iklim yang menjadi referensi penyusunan perencanaan
dan implementasi pada tingkat sektoral dan daerah™?. Perlindungan EKB dalam
komponen adaptasi tidak hanya menunjukkan bahwa pemerintah mengakui nilai dari
fungsi dan manfaat EKB dalam adaptasi perubahan iklim, tetapi juga menjadi tahapan
awal bagi pemerintah untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari peninjauan untuk
memasukkannya dalam komponen mitigasi’®*. Potensi mitigasi dari mangrove sendiri
adalah 12.4 juta tCO2/tahun (2.1 persen dari emisi tahunan), dan mempunyai nilai sekitar
558 juta US$ per tahun.'é®

Secara global, terdapat beberapa tantangan yang dialami banyak negara dalam
memasukkan EKB ke dalam NDC. Pada 13 negara, tantangannya adalah:

a. kurangnya data dan metodologi perhitungan karbon yang terstandarisasi
b. kapasitas teknis yang lemah

163 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC)
Adaptasi Perubahan Iklim (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
2017).

164 Tamara Thomas, et al., “Blue Carbon and Nationally Determined Contributions”, The Blue Carbon
Initiative, https://static1.squarespace.com/static/5c7463aaa%ab95163e8c3c2e/t/5f27860f8dd86201c1337f
2d/1596425746332/BCI+NDC_ExecSum_Final_singles.pdf, diakses pada 1 September 2022.

165 Frida Sidik dan Daniel A. Friess, Dynamic Sedimentary Environments of Mangrove Coasts, (Elsevier, 2021).
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kurangnya koordinasi antar lembaga
. tumpang tindih dan duplikasi dalam kebijakan
e. terbatasnya pendanaan dalam menerapkan kebijakan yang fokus pada konservasi
EKB. "¢

o o

Di Indonesia, tantangan memasukkan EKB dalam NDC terutama berkaitan dengan:
(1) kelembagaan; (2) mekanisme; (3) kebijakan; (4) kapasitas; (5) pembiayaan Investasi;
(6) tantangan teknis — pengembangan data Monitoring, Reporting, Verification (MRV),
perubahan baseline data, serta ketersediaan data series.

Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030

Untuk mendukung pencapaian NDC, pemerintah menetapkan kebijakan Forestry and
Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030."%” FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi
yang ingin dicapai di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada
tahun 2030 sebagai upaya aksi mitigasi dari sektor kehutanan dan lahan. Ditargetkan
pada tahun 2030 tercapai tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e."¢®

Hubungannyadengan EKB, FOLU NetSink 2030 dapatmeningkatkan peran EKB, khususnya
mangrove yang berada di daratan, dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sasaran kerja
Indonesia’s FOLU meliputi beberapa upaya untuk melindungi kawasan hutan mangrove
secara khusus, yaitu: a) pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove; b)
pengurangan laju degradasi lahan gambut dan mangrove; dan c) rehabilitasi mangrove
dan aforestasi pada kawasan bekas tambang. Selain itu, Rencana Operasional Indonesia
FOLU Net Sink 2030 juga memuat strategi perlindungan yang melibatkan masyarakat
seperti meningkatkan target perhutanan sosial dan pengembangan dan pemantapan
Hutan Adat.

Dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030, kebijakan
mangrove meliputi perlindungan dan rehabilitasi. Dalam hal kondisi mangrove rapat atau
sedang, kebijakan yang diterapkan adalah mempertahankan tutupan dan memanfaatkan
secara lestari. Arah pemanfaatan yang dapat dilakukan hanyalah pemanfaatan HHBK
atau pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam) yang tidak merusak vegetasi mangrove,
sedangkan pemanfaatan hasil hutan kayu diusahakan untuk dihindari. Jika terdapat
pemanfaatan hasil hutan kayu, maka pelaksanaannya dilakukan secara terbatas dengan
pengawasan yang ketat. Lebih lanjut, Rencana Operasional ini juga menekankan
pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dalam upaya
konservasi ekosistem mangrove.

Terhadap ekosistem mangrove dengan kondisi rusak, kebijakan pengelolaan mangrove
yangditerapkanadalah pemulihan danrehabilitasimangrove.'?Rehabilitasiterhadap lahan
mangrove pun diarahkan bukan hanya sekedar menanam, tetapi dengan memperhatikan
bentang alam/lanskap mangrove. Hal ini dimaksudkan agar rehabilitasi mangrove tetap
memperhatikan sistem ekologi-sosial yang terdiri dari konfigurasi topografi, vegetasi,
penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses

166 Pham Thu Thuy dan Le Thi Thanh Thuy, “Incorporating blue carbon into Nationally Determined
Contributions”, CIFOR, Nomor 274 (2019).

167 Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030
untuk Pengendalian Perubahan lklim, Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022.

168 Ibid.
169 Ibid., him. 25
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ekonomi, sosial dan aktivitas manusia di area tersebut.’”°

Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 pun merangkum 7 langkah untuk
menyelamatkan ekosistem mangrove: 1) penetapan kebijakan dan kerangka regulasi
dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang disesuaikan dengan kondisi dan kearifan
lokal; 2) mendorong promosi manfaat mangrove yang dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat baik hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan; 3) Peningkatan kesadaran,
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove; 4) memberikan batasan yang
jelas terkait penebangan kayu mangrove; 5) Peningkatan produktivitas mangrove melalui
pengembangan teknologi; 6) peningkatan, penguatan kerjasama baik dalam dan luar
negeri untuk rehabilitasi mangrove; 7) meningkatkan upaya penegakan hukum yang adil
dan transparan.’’"

Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021- 2030

Dengan laju deforestasi mangrove yang tinggi di Indonesia, dibutuhkan percepatan
program rehabilitasi mangrove. Program percepatan ini dituangkan ke dalam Roadmap
Rehabilitasi Nasional 2021-2030. Dengan percepatan rehabilitasi, diharapkan tujuan
FOLU Net Sink 2030 untuk meningkatkan peran mangrove dalam penurunan emisi dapat
tercapai. Roadmap ini disusun oleh KLHK dan BRGM dengan pelaksanaan rehabilitasi
mangrove yang terdiri dari tiga fase utama:

Percepatan rehabilitasi mangrove (2021-2024). Pada fase pertama, target utama adalah
tercapainya target rehabilitasi 600.000 ha. Pencapaian target rehabilitasi dilaksanakan
melalui strategi 3M: memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan.

1. Pengarusutamaan pengelolaan ekosistem mangrove (2025-2027). Fase inimenargetkan
terintegrasinya pengelolaan mangrove dalam rencana pembangunan, rencana
kegiatan dan usaha, dan terbangunnya unit-unit manajemen mangrove.

2. Pengelolaan mangrove lestari (2028-2030). Fase ini fokus pada terbangunnya sistem
pengelolaan mangrove lestari.

3. Pada tahun 2030 diharapkan rehabilitasi mangrove berkontribusi pada pencapaian
FOLU Net Sink.

Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah:
Ekosistem Gambut dan Mangrove

Dokumen strategi nasional (Stranas) mempromosikan pengelolaan lahan basah (ekosistem
gambut dan mangrove) untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) dan pembangunan rendah karbon (PRK) diluncurkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) pada awal 2023. Dokumen ini mengatur mengenai
target-target pengelolaan mangrove pada aspek tutupan lahan, keanekaragaman
hayati, emisi, dan ekonomi. Target-target tersebut telah dipetakan berdasarkan periode
pencapaian (2022 - 2045) dan turut didukung dengan pemetaan strategi.

170 Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030
untuk Pengendalian Perubahan lklim, Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 him. 144

171 Ibid., hlm. 145
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Tabel 2.8
Aspek dan Indikator Target Pengelolaan Mangrove dalam Strategi
Nasional Pengelolaan Lahan Basah

Tutupan Lahan Luas Mangrove yang direhabilitasi
Penurunan Laju Deforestasi Mangrove
Keanekaragaman Hayati Jumlah Unit Area Konservasi yang Ditetapkan

Emisi Penurunan Emisi GRK dan Aktivitas Rehabilitasi
Mangrove dan Penurunan Laju Deforestasi

Ekonomi Jumlah Lapangan Kerja Hijau yang Tersedia
dari Aktivitas Rehabilitasi Mangrove

Peningkatan Produksi Perikanan dari
Pengembangan Silvofishery

Intensitas Emisi172

Pemetaan strategi serta rencana aksi dalam Stranas mencakup penguatan dalam beberapa
sektor, yaitu: (1) Kerangka regulasi dan kebijakan; (2) Kelembagaan dan sinergitas
pelaksanaan; (3) Ketersediaan dan manajemen data dan informasi serta pengetahuan dan
teknologi; (4) Kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan; (5) Kesadaran, kapasitas,
dan partisipasi masyarakat; (6) Penegakan hukum; (7) Skema pendanaan. Kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman telah teridentifikasi dalam sektor-sektor penguatan
dalam stratnas. Dokumen Stranas yang telah disusun dengan komprehensif dan berbasis
data diharapkan tertuang dalam RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP).

Rencana KKP untuk Merancang Aksi Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan lklim dari Sektor Kelautan

Dokumen-dokumen kebijakan yang telah dijabarkan di atas hanya mengatur mengenai
mangrove dan belum EKB lainnya, seperti padang lamun. Meskipun demikian, KKP terus
berupaya menyusun rencana aksi mengenai peran padang lamun dalam pencapaian
NDC. KKP berupaya memasukkan sektor karbon biru ke dalam dokumen NDC kedua
pada tahun 2025 dan menyusun dokumen implementasi nilai ekonomi karbon dari EKB.

Strategi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari sektor kelautan juga meliputi
penyusunan profil emisi karbon biru, penyusunan sistem pengukuran, serta MRV untuk
kegiatan reduksi emisi dan serapan karbon. Upaya tersebut juga didukung dengan
penguatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan dan penyiapan
dashboard karbon biru yang akan terkoneksi dengan Sistem Registri Nasional. Sembari
dengan itu, KKP terus berupaya melakukan penguatan perlindungan kawasan cadangan
karbon biru di pesisir dan pulau-pulau kecil.

172 Intensitas emisi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menilai efisiensi dalam emisi
karbon suatu aktivitas, yang merupakan perbandingan antara jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan
pendapatan ekonomi yang didapatkan
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Tantangan dalam Hukum dan Kebijakan

Kebijakan dan kerangka hukum saat ini memberikan beberapa peluang dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan EKB secara berkelanjutan. Di sisi lain, terdapat beberapa
tantangan yang dapat mengancam efektivitas perlindungan EKB.

1. Tidak Semua EKB Sudah Dilindungi dengan Instrumen Perlindungan dan
Pengelolaan yang Berkelanjutan

Sekitar 49 persen dari luasan mangrove di Indonesia masuk ke dalam kawasan Hutan
Konservasi dan Hutan Lindung,'”® dan 3 persen masuk ke dalam wilayah konservasi
perairan.”* Sekitar 34 persen dari keseluruhan luasan padang lamun juga masuk ke
dalam kawasan konservasi perairan.'’> Beberapa bagian dari sisanya juga masuk ke dalam
instrumen pengelolaan lingkungan hidup lainnya, seperti perhutanan sosial. Tetapi,
luasan mangrove dan padang lamun yang tidak masuk ke dalam instrumen perlindungan
terus terancam oleh tekanan antropogenik. CIFOR mencatat, setiap tahunnya Indonesia
kehilangan 55.000 ha luasan mangrove, atau sebesar kota New York.'7¢

Selain itu, apabila provinsi telah mencadangkan dan mengalokasikan kawasan konservasi
dalam RZWP3K, tidak serta merta kawasan tersebut langsung berlaku efektif sebagai
kawasan konservasi sebab kawasan konservasi harus ditetapkan terlebih dahulu oleh
Menteri KKP."”7 Berdasarkan data KKP, saat ini Indonesia memiliki 201 kawasan konservasi

173 Direktorat Konservasi Tanah dan Air-Ditjen PDASRH, Peta Mangrove Nasional 2021, (Jakarta: KLHK, 2021)

174 Presentasi Bapak Hendra Yusran Siry dalam Seminar “Partnership for Climate Action”, Bali, 14 November
2022.

175 Ibid
176 Julie Mollms "Data & Fakta: Kontribusi mangrove pada m|t|9a5| perubahan |k||m d| Indone5|a” CIFOR
k ib d

|ndone5|a’7fn|— dlakses pada 22 September 2022

177 Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, PermenKP Nomor 31/PERMEN-KP/2020, Ps. 29.
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perairan dengan luas total mencapai 24,11 juta ha. Luasan tersebut terdiri dari 16,8 juta
ha yang telah ditetapkan oleh Menteri dan 7,3 juta ha yang masih dalam pencadangan
oleh pemerintah daerah. Artinya masih terdapat 7,3 juta ha kawasan konservasi yang
masih harus ditetapkan oleh Menteri.””® Belum ditetapkannya kawasan konservasi oleh
Menteri dapat berimplikasi pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan
konservasi di dalam kawasan tersebut.

2. Instrumen perlindungan yang Sudah Ditetapkan dapat Dialihfungsikan untuk
Kepentingan Kebijakan Strategis Nasional

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasca
disahkannya UU Cipta Kerja, memprioritaskan kebijakan strategis nasional. Pasal 127 PP
Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa kegiatan pemanfaatan tidak dapat
dilaksanakan di dalam zona inti kawasan konservasi, namun dikecualikan bagi kegiatan
yang bersifat strategis nasional. Pengaturan ini juga ditemukan dalam PP Penyelenggaraan
Penataan Ruang, di mana kegiatan reklamasi, pertambangan terbuka, dan dumping tetap
dapat dimungkinkan dilakukan di zona inti kawasan konservasi perairan jika ditetapkan
sebagai kegiatan strategis nasional. Selain itu, pada PP Nomor 23 Tahun 2021 diatur
bahwa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dapat diubah fungsinya melalui perubahan
fungsi kawasan hutan'?, salah satunya dalam rangka kegiatan PSN.'®

UU Cipta Kerja mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional atau
kebijakan nasional yang bersifat strategis, meskipun belum terdapat rencana pelaksanaan
proyek tersebut dalam rencana tata ruang/rencana zonasi, proyek tersebut tetap dapat
dilaksanakan. Hal ini berimplikasi bahwa perencanaan tata ruang dapat dikesampingkan
dan pemanfaatan kawasan untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis dapat dilakukan
sekalipun tidak sesuai dengan rencana tata ruang.'®’

Rekomendasi Penguatan Instrumen
Perlindungan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapatdisimpulkan masing-masing instrumen perlindungan
memiliki peluang dan tantangannya tersendiri. Untuk menentukan instrumen perlindungan
yang paling sesuai di suatu wilayah, perlu dipertimbangkan semua faktor terkait, seperti
akses masyarakat setempat terhadap ekosistem pesisir untuk kelangsungan hidupnya.
Selain itu, instrumen perlindungan akan efektif jika keberlakuannya tidak mudah
dikecualikan oleh kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan yang dikategorikan
sebagai kebijakan strategis nasional. Adapun rekomendasi untuk penguatan instrumen
perlindungan antara lain:

178 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, “Tahun 2021, KKP Targetkan Penetapan 800
Ribu Hektar Kawasan Konservasi Perairan”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, https://kkp.go.id/
djprl/kkhl/artikel/27156-tahun-2021-kkp-targetkan-penetapan-800-ribu-hektar-kawasan-konservasi-
perairan#:~:text=Saat%20ini%20Indonesia%20memiliki%20201,dalam%20pencadangan%200leh %20
pemerintah%20daerah, diakses pada 5 Agustus 2022.

179 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84
(1.

180 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021, Ps. 84
(3).

181 Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Ps. 18
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1. Melakukan Kajian dan Pemetaan
Nasional untuk Mengakui EKB sebagai
Critical Natural Capital (CNC) yang
Harus Dilindungi dan Tidak Dapat
Disubstitusikan

Berdasarkan konsep strong sustainability,
beberapa modal alam (natural capital)/ sumber
daya alam memiliki fungsi-fungsi yang penting
dan tidak dapat digantikan oleh modal buatan
manusia (man-made capital). Dalam hal ini,
sumber daya tersebut dapat diakui sebagai
Critical Natural Capital (CNC), yang berpengaruh
pada kualitas hidup dan kelangsungan
hidup manusia — di mana perlindungan CNC
berdampak pada tujuan keberlanjutan. Proses
pengambilan kebijakan perlu mengadopsi
pendekatan CNC dengan melakukan valuasi
terhadap tingkat “criticality” dari sumber daya
alam. Konsep CNC ini merupakan elemen
penting dari konsep strong sustainability
sebagaimana dimungkinkan pengembangannya
berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Untuk menentukan EKB sebagai CNC, Indonesia
perlu melakukan kajian atau pemetaan nasional
berdasarkan konsep bioregion. Dalam mengukur
tingkat “criticality”, paling tidak terdapat
dua alat ukur: tingkat kepentingan/ degree
of importance (kepentingan terkait fungsi
jasa ekosistem); serta tingkat keterancaman/
degree of threat.’® Aspek pertama mengacu
pada bagaimana masyarakat mempersepsikan
ekosistem tersebut — secara ekologis, sosial-
kultural, maupun ekonomis. Sementara, tingkat
keterancaman dilihat dari jumlah ekosistem
yang terdegradasi dan kualitas ekosistem yang
tersisa.’?

Dalam kerangka hukum di Indonesia, CNC
dapat diukur melalui kriteria-kriteria eksisting
yang  digunakan  untuk = mengklasifikasi
ekosistem penting melalui ABKT maupun KEE.
Selain dua kriteria tersebut, Fridolin Brand turut
memperkenalkan enam domain jasa lingkungan
kritis (six domains of critical ecosystem services)
untuk menetapkan CNC, yaitu kriteria: (1) sosial-
budaya; (2) ekologis; (3) keberlanjutan; (4) etika;
(5) ekonomi; (6) kelangsungan hidup manusia.

182 Paul Ekins, et al., “A framework for the practical
application of the concepts of critical natural capital
and strong sustainability”, Vol. 44 (2-3), (2003), him.
165-185.

183 Ibid.
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Tabel 2.9
Ekosistem Karbon Biru dalam Enam Domain Jasa Ekosistem Kritis

EKB dalam Enam Domain Jasa Ekosistem Kritis (Brand, 2009)

Sosial-budaya
(Socio-
cultural)

Ekologis

(Ecological)

Keberlanjutan

(Sustainability)

Etikal
(Ethical)

Ekonomi

(Economic)

Kelangsungan
hidup manusia

(Human
Survival)

Ketika jasa ekosistem
sangat penting untuk
kelompok sosial
tertentu, karena
mereka menciptakan
konteks sosial budaya
dalam hal kebutuhan
non-materialistis

Ketika jasa ekosistem
dinilai secara
ekologis karena
signifikansinya dalam
hal kealamiannya,
keanekaragaman
hayati, keunikan.

Mengacu pada
perdebatan antara
keberlanjutan yang
lemah dan yang kuat
(weak vs. strong)

Ketika hilangnya
jasa ekosistem dapat
merugikan secara
moral, di mana
terdapat nilai-nilai
moral dilanggar

Ketika hilangnya jasa
ekosistem membawa
serta biaya ekonomi
yang sangat tinggi

Jasa ekosistem

menjadi penting ketika

tanpanya, kehidupan
manusia tidak
memungkinkan

Tempat wisata dan rekreasi

Sebagian masyarakat adat memandang
mangrove sebagai “nenek moyang”
(seperti di Papua)

Pengaturan iklim

Tempat berkembang biak dan habitat
keanekaragaman hayati laut

Jasa ekosistem yang tidak dapat
digantikan (yaitu sebagai penyerap
karbon, bahkan dengan teknologi)

Perlu penelitian lebih lanjut untuk
membuktikan bahwa kehilangan EKB
dapat merugikan secara moral

Kerugian ekonomi yang tinggi ketika EKB
terdegradasi

Mangrove sebagai benteng di kawasan
pesisir (living seawall), melindungi
masyarakat pesisir dari gelombang badai,
erosi pantai, dan naiknya air laut.

Mempertahankan sumber daya laut
dan pesisir, berdampak pada mata
pencaharian nelayan skala kecil dan
masyarakat pesisir

Kriteria penetapan CNC yang juga dapat digunakan adalah kriteria Ecologically and
Biologically Significant Areas (EBSA). Ukuran EBSA adalah wilayah lautan yang memiliki
kepentingan khusus dalam hal karakteristik ekologi dan biologisnya. Contohnya, dengan
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menyediakan  habitat penting, sumber
makanan, atau tempat berkembang biak
bagi spesies tertentu. Pada tahun 2008,
EBSA digunakan sebagai standar untuk
kawasan khusus dalam Konvensi PBB tentang
Keanekaragaman Hayati (CBD). Kriteria EBSA
sudah pernah digunakan di Indonesia saat
menetapkan EBSA pada Rencana Zonasi
Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW) Selat
Makassar'®, RZ KAW Laut Maluku'®, dan
RZ KAW Laut Sulawesi,'® dan RZ KAW Laut
Natuna Utara.'®’

Kriteria EBSA terdiri dari tujuh poin yang perlu
dipenuhi setidaknya salah satunya, yaitu:

1. Keunikan dan kelangkaannya;

Pentingnya untuk kehidupan spesies
tertentu;

3. Pentingnya untuk spesies dan/atau habitat
yang dalam bahaya, terancam punah, atau
mengalami penurunan kuantitas;

4. Rentan, rapuh, sensitif, dan pemulihannya
lambat;

5. Produktivitas secara biologisnya;

6. Keanekaragaman secara biologisnya; dan

7. Kealamiannya.

Dari tujuh kriteria yang diidentifikasi oleh
COP CBD 9, Jepang menambahkan satu
kriteria secara independen’®®. Hal ini dapat
dicontoh oleh Indonesia di mana salah satu
kriteria EBSA perlu mengakomodir fungsi
EKB dalam mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim yang irreplaceable (tidak dapat
digantikan) dan unsubstitutable/tidak dapat
disubstitusi (karakteristik dari critical natural
capital).

184 Ibid.

185 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, Perpres Nomor
4 tahun 2022 Ps. 46.

186 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah Laut Maluku,
Perpres Nomor 4 tahun 2022 Ps. 45

187 Indonesia, Peraturan Pemerintah Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah Laut Natuna Utara, Perpres
Nomor 41 tahun 2022 Ps. 45.

188 Nature Conservancy Bureau, “The criteria of EBSAs
in Japan”, Ministry of the Environment of Japan,

https://www.env.go.jp/en/nature/biodic/kaiyo-

hozen/kaiiki/kaiiki/kijun.html, diakses pada 20
Agustus 2022.
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Kotak 2.3
EBSA Sudah Diakui di Indonesia

Berdasarkan data dari CBD, Selat Malaka Timur dan Sulawesi merupakan wilayah
EBSA. Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana
Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi pun menetapkan sebagian wilayah laut
Sulawesi sebagai KSNT di bidang lingkungan hidup. Begitu pula Perpres Nomor
41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna
Utara yang menetapkan sebagian wilayah dari Selat Malaka Timur sebagai KSNT di
bidang lingkungan hidup.

Gambar: EBSA di Selat Malaka Timur

Sumber gambar: Convention on Biological Diversity, “View Areas Meeting the
EBSA Criteria”, https://www.cbd.int/ebsa/.

Untuk menetapkan EKB sebagai CNC, kriteria ABKT juga dapat digunakan yang
sebelumnya diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem

Esensial. Namun peraturan tersebut telah dicabut. Kriteria ini terdiri dari:'®

. Keanekaragaman hayati tinggi;

. Elemen bentang alam yang penting bagi berlangsungnya dinamika proses ekologi
alami;

. Ekosistem khas, langka, rentan dan terancam;

. Penyedia jasa ekosistem;

. Fungsi sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal;
Fungsi budaya bagi masyarakat hak ulayat dan terkait kearifan lokal dalam pemanfaatan
sumber daya dan lingkungan; dan/atau

189 Indonesia, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Peraturan Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Ekosistem Esensial, Nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021, Pasal 7 (4).




g. Stok karbon tinggi.

Wilayah EKB yang memenuhi kriteria-kriteria di atas kemudian ditetapkan sebagai CNC
dan diberikan instrumen perlindungan yang kuat. Konsep ini sama dengan program FOLU
Net Sink (mangrove yang terdapat di kawasan hutan) yang telah memetakan wilayah-
wilayah yang bernilai konservasi tinggi, dan perlu dilindungi dalam rangka pemenuhan
NDC Indonesia. Kriteria penetapan ini dapat pula mengacu pada kriteria penetapan
mangrove esensial yang diatur dalam petunjuk teknis identifikasi dan inventarisasi KEE
meliputi:

Kawasan mangrove dengan kategori sedang, lebat, hingga sangat lebat;

a. Merupakan kawasan KBA, dan EBA;

b. Lokasi mangrove memiliki keterancaman tinggi akibat persebaran penduduk,
pemukiman, pertambahan dan lain sebagainya;

c. Lokasi mangrove berada di sekitar muara sungai, mudflat;

d. Kawasan mangrove dengan kategori sedang hingga sangat jarang dapat dikategorikan
sebagai KEE apabila merupakan KBA, BA, dan EBA yang menjadi jalur terbang burung
migran dan secara karakteristik kawasan memang hanya didominasi oleh mangrove
dengan tingkatan kerapatan sedang sangat jarang;

e. Berada di luar kawasan konservasi yang diterapkan oleh KLHK dan KKP;

Penetapan ini telah melalui kajian yang memperhitungkan daya tampung dan fungsi/
jasa ekosistem untuk mitigasi perubahan iklim. FOLU Net Sink hanya mencakup kawasan
hutan, sehingga pemetaan serupa perlu dilakukan untuk wilayah EKB di luar kawasan
hutan.

Setelah ditetapkannya EKB, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan bahwa ekosistem
tersebut status perlindungannya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh
kegiatan apapun, termasuk PSN.
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2. Menetapkan Instrumen Perlindungan Berdasarkan
Karakteristik dan Demografis Wilayah

Tidak dihuni dan Hutan lindung

Kawasan h
dimanfaatkan oleh

hut
dian masyarakat lokal l - Hutan A
konservasi
Forest dependent people bergantung Hutan adat

pada hutan tersebut untuk

penghidupannya [ Perhutanan sosial J
Kawasan Tldak dihuni dan kKawasan.
non-hutan »| dimanfaatkan oleh onservasi
masyarakat lokal perairan
KEE

Blue carbon dependent people
——»| bergantung pada wilayah tersebut
untuk penghidupannya

Wilayah Kelola Masyarakat Hukum
Adat dalam Pemanfaatan Ruang di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

OECM

Hak pengelolaan pesisir untuk
masyarakat lokal non adat

-

Perlindungan melalui
Peraturan Desa

Grafik 2.5
Berbagai Instrumen Perlindungan yang Tersedia

Grafik di atas memetakan beberapa instrumen perlindungan yang tersedia sesuai dengan
karakteristik wilayahnya dan faktor demografis. Kawasan-kawasan yang diidentifikasi
terdapat masyarakat yang bergantung pada EKB (blue carbon dependent people/
BCDP), pemerintah perlu memanfaatkan instrumen perlindungan yang memperbolehkan
pemanfaatan EKB secara berkelanjutan untuk keperluan kehidupan sehari-hari masyarakat
tersebut sekaligus menjaga ekosistem mangrove dimaksud. Selain itu, masyarakat perlu
dilibatkan secara langsung dalam pengelolaannya. Pada skema tersebut, masyarakat
memiliki peran kunci dalam pengelolaan dan memastikan perlindungan EKB yang
berkelanjutan. Untuk kawasan yang tidak dihuni oleh masyarakat, pemerintah dapat
memberlakukan instrumen perlindungan yang ketat dengan tujuan untuk melindungi
ekosistem tersebut dari segala bentuk pemanfaatan, seperti zona inti, termasuk
pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Apabila EKB berada di APL, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan perlindungan
melalui antara lain peraturan desa. Peraturan desa sebagai instrumen perlindungan
memiliki beberapa peluang, di antaranya adalah pelibatan masyarakat desa dapat lebih
kuat, serta mengisi kekosongan hukum dalam pengelolaan dan rehabilitasi EKB di tingkat
tapak.’® Mengingat peraturan desa memiliki keterbatasan yaitu: (1) tidak dapat mengatur

190 Dian Cahyaningrum dan Endah Setyowati, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa dalam Menjaga
Kelestarian Hutan Mangrove di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”, Jurnal llmiah
Negara Hukum, Vol. 2 Nomor 1, (2011), him. 29-50.
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kegiatan yang berlokasi di hulu atau berada di luar ranah desa yang berpotensi merusak
EKB; serta (2) peraturan desa tidak dapat mencegah perizinan berusaha yang diberikan
oleh pemerintah daerah yang diberikan di lahan APL, sehingga perlu adanya perlindungan
EKB yang dimuat melalui pengaturan di level provinsi atau peraturan gubernur.

3. Menetapkan Persyaratan yang Ketat dalam Mengalihfungsikan EKB

Pada saat studi ini dilakukan, belum ada peraturan yang menjabarkan secara jelas apa
saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah jika ingin mengalihfungsikan
berbagai instrumen perlindungan yang dijabarkan di atas, khususnya untuk kepentingan
PSN. Proyek strategis ini menjadi diskresi pemerintah berdasarkan UU Cipta Kerja. Perlu
ditetapkan persyaratan yang ketat bagi pemerintah jika ingin mengalihfungsikan EKB
untuk kepentingan proyek strategis ini.

Untuk menerima atau menolak pengalihfungsian ini, terdapat dua prasyarat utama yang
perlu dipenuhi yakni:

Berdasarkan kajian yang berbasis keilmuan dan memiliki kredibilitas yang tinggi, dan

1. Kajian harus disusun melalui proses inklusif yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan terkait, terutama masyarakat terdampak. Hasil kajian harus dipublikasikan
secara transparan agar masyarakat luas dapat turut menilai dan mengawal.

2. Persyaratan ketat untuk menetapkan kebijakan strategis nasional di wilayah yang
dilindungi telah diatur di negara Ekuador. Pada konstitusinya, diatur bahwa hal
tersebut dimungkinkan melalui referendum (lihat Kotak 2.4).

Kotak 2.4
Pelaksanaan Kebijakan Strategis
Nasional di Ekuador

Berdasarkan Pasal 407 Konstitusi Ekuador, kegiatan ekstraksi sumber daya alam tak
terbarukan dilarang di Kawasan Lindung dan di kawasan yang dinyatakan sebagai
aset tak berwujud. Hal ini dapat dikecualikan atas permintaan Presiden dan setelah
deklarasi kepentingan nasional. Majelis Nasional (People National Assembly)
mengadakan referendum, apabila diperlukan, untuk menyetujui usulan Presiden.

Pasal 407

“Activities for the extraction of nonrenewable natural resources are forbidden in
protected areas and in areas declared intangible assets, including forestry production.
Exceptionally, these resources can be tapped at the substantiated request of the
President of the Republic and after a declaration of national interest issued by the
National Assembly, which can, if it deems it advisable, convene a Referendum.”
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BAB 3

Kelembagaan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, tata kelola EKB diatur di berbagai rezim
peraturan perundang-undangan. Sebagai isu lintas sektor, pengelolaan EKB dilakukan di
berbagai tingkat dan yurisdiksi administrasi.’”" Oleh karena itu, kejelasan dan koherensi
pada aspek kelembagaan merupakan hal penting dalam memastikan kualitas pengelolaan
EKB secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Kewenangan Berdasarkan Mandat Undang-Undang

Dalam konteks pengelolaan EKB, secara umum kewenangan terdiri atas (a) perencanaan
restorasi, rehabilitasi dan konservasi, (b) pemberian konsesi dan pengendalian
pemanfaatan, (c) pemantauan dan pengawasan, serta (d) penegakan hukum.

Penataan Kelembagaan dalam Pengelolaan Mangrove

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan untuk mengelola mangrove
paling banyak terdapat pada dua kementerian, dikarenakan mangrove berada pada
wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut."”? Mangrove termasuk
dalam kategori sumber daya pesisir berdasarkan UU PWP3K'?, dan masuk ke dalam
kategori hutan berdasarkan UU Kehutanan.’* Dengan definisi tersebut, KLHK memiliki
kewenangan utama dalam pengelolaan mangrove yang berada di kawasan hutan
(kawasan hutan negara). Sementara itu, KKP memiliki kewenangan atas pengelolaan
mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bukan kawasan hutan negara.
Untuk pengurusan mangrove ini, peran KLHK lebih signifikan dikarenakan, 79 persen
mangrove berada di dalam kawasan hutan negara dan hanya 21 persen yang berada di
kawasan non-hutan yang merupakan kewenangan KKP'?> dan pemerintah daerah.'*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut
dan Mangrove, kewenangan untuk mengelola mangrove juga diberikan kepada BRGM
Sebelumnya badan ini dikenal sebagai Badan Restorasi Gambut. BRGM merupakan
lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. BRGM secara khusus
memiliki mandat untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove dengan target
600.000 ha pada sembilan provinsi sampai tahun 2024, yang dilakukan dengan arah
kebijakan, bimbingan teknis, dan dukungan dari KLHK dan KKP. Selain itu, BRGM juga

191 Krott, M, “Forest Policy Analysis”, Research Publishing, (2005).

192 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 27 tahun 2007
jo. UU Nomor 1 tahun 2014, Ps. 1 angka 2.

193 Ibid.
194 Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU Nomor 41 tahun 1999, Ps. 1 ayat (2).

195 Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 27 tahun 2007
jo. UU Nomor 1 tahun 2014, Ps. 1 angka 2.

196 Lampiran BB. Pembagian Urusan Bidang Kehutanan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Lihat juga: Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan
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memiliki mandat untuk melakukan monitoring
dan  evaluasi  pelaksanaan  rehabilitasi
mangrove.'”’

Selain KKP, KLHK, serta BRGM sebagai
kementerian/lembaga utama dalam
pengelolaan EKB, beberapa kementerian
dan/atau lembaga lain juga memiliki peran
dalam pengelolaan EKB yakni Bappenas
dalam koordinasi perencanaan, KATR dalam
perumusan, penetapan, koordinasipelaksanaan
serta pengawasan pembangunan nasional dan
hal penataan ruang'”®, dan pemerintah daerah
untuk pengelolaan mangrove pada wilayah
APL.™?

Selain itu, Pusat Riset Oseanografi Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memiliki tugas
yang di antaranya membentuk repositori data
mangrove nasional (Peta Mangrove Nasional),
serta pengembangan teknologi riset dan
monitoring ekosistem mangrove dan lamun.
BRIN juga tergabung dalam Kelompok Kerja
Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Agar pelaksanaan kewenangan yang dipegang
oleh beberapa kementerian dan lembaga di
atas dapat berjalan efektif, fungsi koordinasi
menjadi  sangat  penting.  Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 20192%,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi (Kemenko Marves) ditugaskan
untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi di
bidang kemaritiman. Termasuk dalam bidang
kemaritiman adalah urusan pengelolaan
mangrove. Untuk memperlancar koordinasi,
pemerintah  juga membentuk tim dan
kelompok kerja yang bersifat ad-hoc yaitu Tim
Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah
dan Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem
Mangrove Nasional. Fungsi dari kedua
kelompok kerja tersebut dapat dilihat di Kotak
3.1.

197 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove, Perpres Nomor
120 tahun 2020, Ps. 5 ayat (4).

198 Indonesia, Undang-Undang Penataan Ruang, UU
Nomor 26 tahun 2007 jo UU Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Ps. 1.

199 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Kawasan Hutan, PP Nomor 23
tahun 2021, Ps. 249 ayat (7).

200 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kementerian
Koordinator Maritim dan Investasi, Perpres No. 92
tahun 2019, Ps. 3 huruf a.
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Kotak 3.1
Tim Ad-Hoc terkait Pengelolaan Ekosistem Mangrove

1. Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Mencapai Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon

Pada tahun 2020, pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove yang semula
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan
PEN Perpres pengganti tersebut membubarkan Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan
Ekosistem Mangrove. Sejalan dengan hal tersebut, Bappenas mengeluarkan Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 82 T